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ABSTRAK
Nama  : Inra Reskia Putra
NIM    : 30600112087
Judul  : ANALISIS PERILAKU PINDAH PARTAI PADA ANGGOTAPARTAI POLITIK DI KABUPATEN GOWA TAHUN 2014
Skripsi ini mengkaji dan menganalisis mengapa politisi termotivasi
berpindah partai, dalam hal ini Hamril Taha SE yang sebelumnya berkarir di
Partai PPP kemudian berlabuh di Partai Nasdem dan Muh Natsir Sega S,pd yang
juga sebelumnya berkarir di Partai PKB kemudian berlabuh di Partai PDI-P
Kabupaten Gowa. Pokok masalah dari skripsi ini adalah maraknya politisi pindah
partai di Kabupaten Gowa jelang pemilihan kepala  daerah (pilkada) 2014 yang
dilatarbelakangi oleh berbagai macam motif. Partai politik sebagai corong aspirasi
masyarakat kurang efektif dalam perekrutan dan pengkaderan terhadap
anggotanya. Sehingga anggota partai politik dalam aktifitas politiknya tidak
menjiwai ideologi dan nilai perjuangan partai.
Jenis penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu
data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, observasi dan melalui kajian literatur pustaka. Teknik analisis data
yang digunakan yaitu teknik analisa secara kualitatif yang selanjutnya disajikan
secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat motif yang
melatarbelakangi keinginan Hamril Taha dan Muh Natsir Sega berpindah partai
yaitu yang pertama motif Kekuasaan yang bermuara kepada suatu jabatan politik
yang ingin dicapai untuk mewujudkan program-programnya yang disusun
berdasarkan asas dan orientasi partai itu sendiri. Yang kedua motif Ekonomi,
politisi pindah partai karena membutuhkan sumber daya ekonomi yang besar
untuk menopang pergerakan politik mereka. Yang ketiga motif Pragmatis,
Perpindahan politisi dari satu partai ke partai yang lain tentunya memiliki tujuan
pragmatis, salah satu di antaranya meraih kekuasaan aktual yakni menduduki
jabatan politik atau kursi pemerintahan. Yang ke empat motif Keterpilihan dalam
Pileg yang mana Politisi berpindah dari satu partai ke partai lain untuk menjadi
anggota legislatif.
Kesimpulan dari skripsi adalah perlu adanya revitalisasi peran dan fungsi
partai politik dalam hal pembangunan bangsa. System pengkaderan partai politik
ditata kembali agar bisa menghasilkan kader-kader ideologis. Dengan adanya




Partai politik pertama tama lahir di negara eropa barat. Dengan meluasnya
gagasan bahwa  rakyat merupakan faktor yang perlu di perhitungkan serta diikut
sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan
berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di
pihak lain.1
Pada awal perkembangannya, akhir dekade 18-an di Negara Negara barat
seperti inggris dan parancis,kegiatan kegiatan politik di pusatkan padakelompok
politik di dalam parlemen. Kegiatan ini mula mula bersifat elitis dan aristokratis,
mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan tuntutan
raja.Semakin meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang diluar
parlemen dengan terbentuknya panitia panitia pemilihan yang mengatur
pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum
(kadang kadang dinamakan caucusparty). Oleh karena dirasa perlu memperoleh
dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di
parlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan organisasi massa.2
Di Indonesia, kemunculan partai partai politik tak terlepas dari terciptanya
iklim kebebasan yang luas bagi masyarakat pasca runtuhnya pemerintahan
1Muhammad labolo, Teguh ilham, Partai Politik dan System Pemilihan Umum di
Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h.1.
2Muhammad labolo, Partai Politik dan System Pemilihan Umum di Indonesia: Teori,
Konsep dan Isu Strategis (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h.2
2kolonial belanda. Kebebasan tersebut memberikan ruang dan kesempatan kepada
masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk partai politik. Sebenarnya,
cikal bakal dari munculnya partai politik sudah ada sebelum kemerdekaan
Indonesia. Partai politik yang lahir selama masa penjajahan tidak terlepas dari
peranan gerakan gerakan yang tidak hanya di maksudkan untuk mendapatkan
kebebasan yang lebih luas dari penjajah, juga menuntut adanya kemerdekaan. Hal
ini biasa kita lihat dari lahirnya partai partai sebelum kemerdekaan.3
Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang
demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi partai politik sebagai infrastruktur
politik sangat berpengaruh dalam proses terbentuknya demokratisasi di Indonesia.
Sayangnya, seringkali partai politik tersebut menggunakan nama rakyat untuk
mencapai tujuan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya, dalam hal ini telah
terjadi penyimpangan terhadap peran dan fungsi dari partai politik tersebut.
Adanya pergeseran fungsi dan nilai dari partai politik diikuti oleh lunturnya
ideologi dan loyalitas anggota atau pengikut partai, mengakibatkan kebanyakan
dari anggota partai kemudian berpindah ke partai yang lain guna mendapatkan
keuntungan yang lebih besar dan sebagai pengaktualisasian diri. 4
Tahun 1998 yang menjadi tanda berakhirnya kekuasaan presiden Soeharto,
memiliki implikasi luas terhadap kehidupan politik di negeri ini. Salah satu
implikasi dari masa transisi ini yakni terbukanya saluran-saluran  demokrasi
melalui munculnya partai-partai baru. Partai-partai baru inilah yang nantinya akan
3Kacung Marijan, System Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 60.
4Lusia Astrika “Intensitas Perpindahan Keanggotaan Partai Politik” Sebuah Tinjauan
sikap danNorma Subyektif Anggota Partai .(2009) pdf. h 4
3berkompetisi pada pemilu 1999. Berdasarkan data yang tercatat oleh departeman
Hukum dan Hak Asasi Manusia.5terdapat 141 partai politik yang didirikan
menjelang pemilu 1999. Meskipun yang bisa mengikuti pemilu hanya 48 partai.
Kemunculan partai politik di Indonesia selain didorong oleh iklim demokrasi,
partai-partai yang lahir bagaikan jamur tumbuh di musim hujan ini juga tidak
lepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagaimana yang
dikatakan oleh John Furnivall, masyarakat Indonesia atau Hindia-Belanda ketika
itu, merupakan masyarakat plural, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari dua
atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan satu sama lain.
Hanya saja, diantara mereka itu tidak pernah bertemu di dalam suatu unit politik.
Meskipun demikian, realitas masayarakat Indonesia yang plural itu tidak sedikit
memberikan kontribusi bagi lahirnya partai-partai politik dan sistem multipartai.6
Dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mengatur orang banyak
agar mencapai yang namanya kesejahteraan melalui pemimpin, tidak ada salahnya
kita perhatikan hadis ini sebagai pengingat di setiap aktivitas politik.di
diriwayatkan oleh Al-Bukhari
 ِﺔَﻣَﺎِﯿﻘْﻟا َمَْﻮﯾ ٌﺔَﻣاََﺪﻧ ُنْﻮَُﻜﺘَﺳ َو ِةَرﺎَﻣِﻹا ﻲﻠﻋ َنْﻮُﺻِﺮَْﺤﺘَﺳ ْﻢُﻜﱠِﻧإ
Artinya:
Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap
kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia akan menjadi penyesalan.
(Shahih, HR. Al-Bukhari no. 7148)
5Julia I Suryakusuma, Almanak Parpol Indonesia, dalam Kacung Marijan, Sistem Politik
Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, (Jakarta: Kencana, 2010). h. 60.
6Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru,
(Jakarta: Kencana, 2010), 61.
4Bergesernya fungsi partai politik dari pilar demokrasi menjadi 'kendaraan'
untuk memperoleh kekuasaan kemudian menjadi pertanyaan khalayak ramai.
Sebagian besar masyarakat melihat bahwa ideologi dan loyalitas terhadap partai
politik pada masa sekarang nampaknya semakin luntur, karena adanya
kepentingan untuk mencari kekuasaan dan keuntungan sebesar-besarnya.
Berdasarkan hasil riset pemilu 2004 lalu, yang diselenggarakan Polling Center
dan Grup Riset Potensial (GRP) pada bulan Juli 2002 ditemukan sebanyak 18 %
pemilih berencana berpindah partai karena merasa kecewa terhadap kinerja DPR
dan partai yang dipilihnya pada Pemilu 1999 lalu. Belajar dari pengalaman masa
lalu, perilaku berpindah – pindah partai politik ini tentu saja menjadi hambatan
dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, hal ini dikarenakan tiadanya suatu
keajegan dalam proses pemilihan sehingga tidak terwujud suatu kestabilan politik.
Kecenderungan untuk berpindah partai dalam rangka mencari kekuasaan ini
kemudian dilakukan dengan cara menggandeng beberapa artis ibukota sebagai
public figure masyarakat Indonesia. Intensi untuk berpindah partai ini memang
dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari individu maupun dari
partai. Berbagai macam faktor mempengaruhi perilaku berpindah –pindah partai
yang sangat terkenal dengan istilah 'lompat pagar’ ini, karena banyaknya manusia
politik yang dengan seenaknya berpindah partai bukan hanya semata – mata
karena ideologi, melainkan karena adanya kepentingan lain, dan keinginan untuk
memperoleh 'kursi' serta keuntungan yang besar.7
7Lusia Astrika Intensitas Perpindahan Keanggotaan Partai PolitikSebuah Tinjauan
Sikap dan Norma Subyektif Anggota Partai.(2009) pdf. h.5.
5Munculnya pragmatisme partai menunjukkan ideologi yang dimiliki partai
tidak terlalu penting untuk saat ini, sehingga kita sulit untuk membedakan antara
satu parpol dengan parpol lain kecuali hanya namanya saja. Proses rekrutmen,
pengkaderan yang minim membuat kesempatan bagi kader/politisi “kutu loncat”
menjadi subur. Mereka bisa masuk Partai A saat ini dan besok sudah berada di
partai B. Politisi opportunis ini masuk partai politik hanya untuk untuk
memuaskan kepentingan politik pribadi, sehingga apabila di Partai ada
kepentingannya sudah tidak bisa diperjuangkan, maka dengan mudah melirik
Partai B yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kepentingan politiknya.
Fenomena ini diperburuk dengan sikap partai-partai yang memberikan
kesempatan kepada politisi untuk masuk kepada parpol dengan pertimbangan
bahwa dengan keberadaan politisi tersebut bisa saja mendongkrak suara partai
karena dana dan kepopulerannya dan juga bisa diandalkan untuk menjalankan
mesin partai karena dianggap berpengalaman di partai lain. Padahal sikap
keterbukaan partai ini merupakan sesuatu yang berbahaya mengingat perjuangan
politisi seperti ini demi untuk kepentingan pribadi dan kelak akan mengabaikan
prinsip-prinsip etika dan norma dalam berpolitik. Hal inilah yang memunculkan
politisi korup dan tanpa peduli akan nasib masyarakat. Parpol yang memiliki
ideologi yang kuat dan jelas dapat mencegah munculnya politisi “kutu loncat”
dan tidak mudah memberikan kesempatan kepada politisi lain untuk masuk parpol
tertentu, tanpa screening yang ketat demi untuk menjaga kemurnian ideologi
partai.8
8Sahruddin partai miskin ideology pemicu lahirnya kutu loncatPartai politik
6Syamsuddin Haris memberikan gambaran bahwa perpindahan partai
politik ini disebabkan karena tidak adanya ikatan secara institusional antara para
kandidat legislator dengan partai politik yang dinaunginya. Sehingga wakil rakyat
di DPR, DPD, dan DPRD serta kepala dan wakil kepala daerah dengan ringan
langkah mundur di tengah masa jabatan mereka ataupun pindah partai politik
tanpa merasa pada perkembangannya, fragmentasi kekuasaan di partai politik
tersebut tidak diimbangi dengan pembangunan internal parpol. Sebagai
Indikatornya, manajemen internal partai politik dan manajemen keuangan yang
tidak dikelola secara profesional. Sehingga mengakibatkan munculnya friksi di
internal parpol dan mengakibatkan konflik. Ini menjadi awal perpindahan parpol.
Friksi dan konflik internal di partai inilah yang menjadi salah satu faktor
perpindahan partai politik.9
Fenomena pindahnya anggota partai dari satu partai ke partai lain sering
juga dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap apa yang di amanatkan
kepadanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt yang di abadikan di dalam QS
al-Anfaal / 8:27 yang berbunyi:
Allah swt berfirman
نﻮَُﻤﻠَْﻌﺗ ُْﻢﺘَْﻧأَو ْﻢُِﻜﺗَﺎﻧﺎََﻣأ اُﻮﻧﻮُﺨَﺗَو َلﻮُﺳ ﱠﺮﻟاَو َ ﱠﷲ اُﻮﻧﻮُﺨَﺗ َﻻ اُﻮﻨَﻣآ َﻦﯾِﺬﱠﻟا َﺎﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-
http://p4m.unas.ac.id/partai-miskin-ideologi-pemicu-munculnya-politisi-kutu-loncat.(diakses
tanggal 02-12-2016).
9Syamsuddin Haris, “NU dan Politik: Perjalanan Mencari Identitas”, (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 1990) h. 41.
7amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS: Al-
Anfaal ayat 27)
Fenomena politisi pindah partai politik sudah menjadi hal yang biasa di
negeri ini. Diantaranya adalah sosok Ruhut Sitompul yang lompat dari golkar ke
demokrat, Fuad Bawazier yang lompat dari PAN ke Hanura pasca kekalahanya
dalam Muktamar PAN yang kala itu bersaing ketat dengan Soetrisno Bachir,
Akbar Faisal yang lompat dari Golkar menuju Hanura dan terakhir berlabuh di
partai Nasdem.
Terjadinya politisi pindah di berbagai partai saat ini baik dari Golkar,
demokrat, NasDem, Hanura,PPP dan partai-partai lainnya menunjukkan lemahnya
sistem perkaderan kepartaian di hampir semua partai politik.Lemahnya sistem
perkaderan ini terjadi karena partai yang ada masih mengedepankan aktor
golongan dari pada ketika ada kemenangan dalam sukses kepemimpinan sehingga
terbentuk sebuah faksi politik yang mengeras di dalamnya. Yang menang akan
mengganti seluruh pengurus yang kalah meski yang bersangkutan berpengalaman
namun karena berbeda dukungan membuat seluruh komponen harus dirombak
demi menghindari konflik yang berakhir pada kudeta. Orang yang kemudian di
depak dalam kepengurusan berada di pinggiran membuat dirinya menjadi tidak
punya lagi kewenangan. Dengan kondisi demikian pihak yang terdepak hanya
memilih diam karena lemah, melawan karena seimbang atau harus loncat ke partai
lainnya. Jika kebetulan partai lain menawarkan posisi strategis maka secara
otomatis akan memilih lompat dari pada tinggal dikandang sendiri namun pada
akhirnya terkerdilkan sebab tak ada posisi dan kewenangan jelasnya. Loncat dari
partai yang lain merupakan bentuk pertahanan diri dari serangan, kehancuran dan
8kekalahan. Jika seseorang diserang dan merasa terancam dengan serangan tersebut
maka dia akan meninggalkan kondisi itu dengan mencari suasana baru. Pindahnya
seseorang ke partai lain juga banyak disesbabkan karena partainya sudah tidak
lagi menggembirakan untuk konteks yang lebih besar dari pada hancur maka lebih
baik mencari partai baru. Fenomena politisi pindah partai terjadi disebabkan
kader-kader di suatu partai tidak memiliki ideologi jelas. Partai tanpa kejelasan
ideologi dalam proses pembentukan kader secara otomatis tidak memiliki
tanggungjawab kepartaian, tanggungjawab moral kerakyatan sehingga
perjuangannya hanya untuk memenangkan kepentingannya. Jika kepentingan di
partainya tidak terjawab maka terpaksa memilih partai lainnya.10
Fenomena politisi pindah partai adalah fenomena dimana orang-orang
berburu kekuasaan melalui jalur partai politik sedangkan kekuasaan itu pada
hakikatnya datangnya dari Allah, hal inipun sejalan dengan firman Allah yang di
abadikan di dalam QS al-imran / 3:26-27 yang berbunyi:
Allah swt berfirman:.
 ُءﺂََﺸﺗ ﻦَﻣ ﱡﺰُِﻌﺗَو ُءﺂََﺸﺗ ﻦﱠﻤِﻣ َﻚْﻠُﻤْﻟا ُعِﺰَﻨﺗَو ُءﺂََﺸﺗ ﻦَﻣ َﻚْﻠُﻤْﻟا ِﻲﺗُْﺆﺗ ِﻚْﻠُﻤْﻟا ِِﻚﻟﺎَﻣ ﱠُﻢﮭﱠﻠﻟا ُِﻞﻗ
 ُِﺞﻟُﻮﺗَو ِرَﺎﮭﱠﻨﻟا ِﻲﻓ َﻞْﯿﱠﻟا ُِﺞﻟُﻮﺗ  ◌ُُﺮﯾَِﺪﻗ ٍءْﻲَﺷ ﱢﻞُﻛ َﻰﻠَﻋ َﻚﱠِﻧإ ُﺮْﯿَﺨْﻟا َكَِﺪِﯿﺑ ُءﺂََﺸﺗ ﻦَﻣ ﱡلُِﺬﺗَو
 ِﻲﻓ َرَﺎﮭﱠﻨﻟا ُءﺂََﺸﺗ ﻦَﻣ ُقُزَْﺮﺗَو ﱢﻲَﺤْﻟا َﻦِﻣ َﺖﱢﯿَﻤْﻟا ُجِﺮُْﺨﺗَو ِﺖﱢﯿَﻤْﻟا َﻦِﻣ ﱠﻲَﺤْﻟا ُجِﺮُْﺨﺗَو ِﻞْﯿﱠﻟا
 ٍبﺎَﺴِﺣ ِﺮْﯿَِﻐﺑ
Terjemahnya:
Katakanlah, ‘Wahai Tuhan Yang mempunyai kekuasaan, Engkau berikan
kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut
kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki.Engkau muliakan orang
yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau
10Bachtiar Ali Rambangeng, fenomena kader kutu loncat bukti gagalnya system
perkaderan partai politik. http://www.kompasiana.com/bahtiar-ali-rambangeng/fenomena-kader-
kutu-loncat-bukti-gagalnya-sistem-perkaderan-partai-politik.( diakses tanggal 01-12-2016).
9kehendaki, Di tangan Engkaulah segala kebajikan.Sesungguhnya Engkau
Mahakuasa atas segala se-suatu.Engkau masukkan malam ke dalam
siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam.Engkau keluarkan
yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang
hidup.Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab
(batas).” (Ali Imran: 26-27).
Fenomena pindah partai di Sulawesi Selatan juga bukan sesuatu yang
baru,sebut saja yang baru baru ini seorang Bupati Sidrap yang saat ini
menjalankan roda pemerintahan periode kedua, Rusdi Masse yg berasal dari
Golkar. bahkan sebelumnya, memimpin Golkar Kabupaten Sidrap kini berlabuh
ke partai besutan Surya Paloh dan menduduki pucuk pimpinan partai nasdem di
Sulawesi Selatan, tentunya beragam kepentingan yang melatarbelakangi
perpindahan tersebut. Selanjutnya Yusuf Gunco dia adalah mantan Ketua Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Takalar, Yusuf Gunco resmi
meninggalkan Partai Golkar.Yugo sapaan akrab Yusuf Gunco resmi berlabuh di
Gerindra, alasan meninggalkan Golkar dan masuk dalam kepengurusan Gerindra
Sulsel. Menurut Yugo, sejak ditinggalkan Syahrul Yasin Limpo, Golkar Sulsel
tidak sejuk lagi. ” Kita masuk ke satu partai politik karena mencari kenyamanan
bekerja. Kalau tidak rindang lagi, artinya sudah tak sejuk untuk apa bertahan
kalau tidak sejuk. Ada juga Tenri Olle mantan calon Bupati Gowa dari partai
Golkar kini lagi lagi berlabuh ke partai besutan Surya Paloh.
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B. Rumusan Masalah
1. Mengapa politisi termotivasi berpindah dari satu partai ke partai yang
lain ?
C. Tujuan Penelitian




Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian ilmiah
bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Ilmu Politik serta dapat memberikan
sumbangan dalam Ilmu Politik..
2. Manfaat prakits.
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat bagi:
a. Manfaat bagi mahasiswa, dengan adanya penelitian ini mahasiswa sebagai
agen perubahan mampu memahami apa motif yang menyebabkan politisi
pindah partai.
b. Manfaat bagi masyarakat, dengan adanya penelitian tentang politisi pindah
partai ini, masyarakat  bisa atau mampu mengidentifikasi politisi yang
beideologi dan mana politisi yang pragmatis akan kekuasaan.
c. Manfaat bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini, bisa menambah





A. Tinjauan Karya Terdahulu
Dalam penulisan Skripsi ini saya menjadikan Skripsi, Jurnal, Tesis
maupun bentuk karya Ilmiah lainya sebagai perbandingan.
“Intensitas Perpindahan Keanggotaan Partai politik: Sebuah Tinjauan Sikap dan
Norma Subyektif Anggota Partai”oleh: Lusia Astrika
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara empiris korelasi antara
sikap dan norma subjektif tentang perpindahan ke partai lain dan niat seseorang
untuk pindah ke partai lain. Hipotesis dari penelitian ini adalah ada korelasi antara
sikap dan norma subjektif dari anggota partai politik pada gerakan untuk pindah
partai, Semakin positif sikap mereka dan semakin tinggi norma subjektif dari
anggota partai politik untuk pindah ke partai lain, semakin tinggi niat mereka
untuk pindah ke partai lain atau sebaliknya. Data dapat menunjukkan bahwa ada
korelasi positif yang signifikan antara sikap dan norma subjektif dari anggota
partai politik, dan niat politik anggota partai untuk pindah ke pihak lain.
“Fenomena Perpindahan Partai Politik di Kalangan Elit Nahdiyin Kabupaten
Sidoarjo” Oleh: Fahmi Muh Yusrol (UIN) Sunan Ampel Surabaya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian
lapangan (field research) dengan case study.Teknik pengumpulan data dalam studi
ini menggunakan observasi, wawancara (In-Depth interview), dan dokumentasi.
Selanjutnya teknik analisa data mengikuti model Miles dan Huberman, yang
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terdiri dari data reduction, data display, dan conclusion.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini di tipologikan menjadi dua motif.
Pertama, because of motive, pada motif ini terdiri dari tiga sebab yang
menyebabkan perpindahan partai politik yakni kekecewaan, mengikuti jejak orang
tua, dan tidak difungsikan. 1) kekecewaan yang menjadi akut merupakan
implikasi dari tidak adanya proses pengakomodiran kader dalam berbagai konflik
yang terjadi; 2) politik praktis mempunyai ruang dimensi yang beragam, berbagai
alsan dan pijakan dasar juga bermunculan. Pada taraf ini menegaskan bahwa
pilihan berpolitik praktis dan pilihan berpartai tidak akan lepas dari landasn
teologis; 3) dialektika kepentingan antara elit NU dengan partai, inilah yang
memecah antara satu dengn lainnya. Sehingga sebagian dari jabatan tidak
berfungsi secara maksimal dan bahkan sebagian orang tidak difungsikan dalam
mengemban amanah masyarakyat. Kedua, motif in order to yang menjadi pemicu
perpindahan partai politik dikarenakan faktor posisi. Seseorang yang mempunyai
posisi tertentu, maka sangat mungkin untuk memperoleh keuntungan lebih
daripada yang lain. Hasil kedua terkait model perpindahan partai politik di
kalangan elit nahdliyin adalah pertama, dilamar oleh pengurus partai baru untuk
bergabung dalam partainya, sehingga proses administrasi kepartaian
dinomorduakan. Kedua, mengajukan surat permohonan menjadi anggota partai
baru dengan mengisi berbagai form yang telah disiapkan partai. Kedua model
tersebut secara singkat bisa disebut sebagai model konflik dan kooperatif.
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“Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena Pindah Partai oleh Calon Legislatif
2014 di Kabupaten Wonogiri” oleh: Esti sarirani, jurusan ilmu pemerintahan
UNDIP.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup memberi
perhatian pada fenomena pindah partai di kalangan calon legislatif di Kabupaten
Wonogiri. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Wonogiri sebagai responden
menyatakan bahwa mereka menganggap perilaku perpindahan partai politik oleh
calon legislatif adalah sesuatu yang negatif dan menganggap bahwa perilaku
perpindahan partai politik didorong oleh motivasi pribadi dari masing-masing
individu calon legislatif tersebut. Selain itu kepercayaan yang dimiliki oleh
sebagian besar masyarakat sebagai responden kepada calon legislatif pindah partai
di Kabupaten Wonogiri ini berada pada tingkatan paling rendah.Hal itu
menunjukkan bahwa terjadi sentiment negatif dari masyarakat terhadap fenomena
perpindahan calon legislatif di Kabupaten Wonogiri.
“Hubungan Antara Komitmen Organisasi dan Perilaku Kewargaan Organisasi
pada Fungsionaris Partai Golkar di Bali”Oleh:Dewa Ayu Diah Tri Paramita
Putri Nida dan Nicholas Simarmata Program Studi Psikologi, Fakultas
Kedokteran, Universitas Udayana.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara komitmen
organisasi perilaku kewargaan organisasi pada fungsionaris Partai Golkar di Bali.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional. Subjek penelitian ini
adalah fungsionaris partai Golkar di Bali sebanyak 97 orang dengan kriteria masa
bergabung minimal 5 tahun, berusia antara 25-65 tahun dan pendidikan minimal
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SMA/sederajat. Metode pengambilan sampelnya dengan metode convenience.
Metode pengambilan datanya dengan Skala Komitmen Organisasi yang
reliabilitasnya 0,814 dan Skala perilaku kewargaan organisasi yang reliabilitasnya
0,791.Normalitas variabel komitmen organisasi sebesar 1,127 dan variabel
perilaku kewargaan organisasi sebesar 0,878.Linieritas variabel komitmen
organisasi dan variabel perilaku kewargaan organisasi sebesar 0,000.Metode
analisis datanya dengan teknik korelasi product moment dari Pearson.Hasilnya
menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara komitmen
organisasi dengan perilaku kewargaan organisasi dengan nilai korelasi 0,529 dan
nilai probabilitas 0.000.Artinya ada hubungan antara komitmen organisasi dan
perilaku kewargaan organisasi pada fungsionaris partai Golkar di Bali.
“Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Atas
Menyurutnya Peran Ideologi Politik  di Era Reformasi”Oleh: Firman Noor
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(P2P-LIPI).
Tulisan ini membahas tentang menurunnya peran ideologi politik sebagai
landasan yang sepatutnya dirujuk oleh masyarakat dan partai politik dalam
kehidupan berpolitik, baik dalam soal menyusun strategi maupun berperilaku.
Beberapa momen politik penting, seperti pemilihan legislatif, pemilihan presiden,
pembentukan koalisi, perilaku pemerintah maupun pilkada saat ini semakin
menunjukkan geliat pengaruh pragmatisme, yang semakin meminggirkan ideologi
politik. Fenomena semakin tidak relevannya kacamata ideologis dalam melihat
dan memaknai keberadaan partai politik, berikut perilakunya juga
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mengindikasikan ketersingkiran itu. Kenyataan menunjukkan bahwa aktivitas di
kebanyakan partai politik dewasa ini lebih ditentukan oleh kepentingan pragmatis
semata.
Untuk itu dari ke lima hasil penelitian diatas makasaya menarik
kesimpulan bahwa yang membedakan penelitian ini dengan lima hasil penelitian
diatas yang saya rujuk yaitu, penelitian ini lebih kepada menjelaskan dan
mengupas secara kualitatif bagaimana aktor politik bertindak dan apa yang
memotivasi sehingga aktor politik tersebut bertindak (berpindah-pindah partai).
Sementara kelima hasil penelitian sebelumnya itu lebih kepada membahas,
pesepsi masyarakat, strategi, dan fungsi.
B. Tinjauan Teoritik
1.Konsep Motivasi
Motif atau motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti dorongan
dari dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku. Pengertian motivasi
tidak terlepas dari kata kebutuhan atau “needs” atau “want”. Kebutuhan adalah
suatu potensi dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau direspons.11
motivasi adalah kondisi (energy) yang menggerakkan dalam diri individu
yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi muncul dari dua
dorongan, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri (internal motivation) dan
dorongan dari luar diri/pihak lain (external motivation).Tingkatan motivasi
tersebut rendah, sedang dan tinggi. Perbedaan tingkatan motivasi individu dalam
suatu organisasi sangat mempengaruhi hasil kerja dan bahkan kinerjanya di dalam
11Skripsi milik Amanda Amalia Rusfa, Motifasi Kerja Pegawai Kantor Kecamatan
Panakkukang Dalam Pelayanan Admisistrasi Kepada Masyarakat, UNHAS, 2014 h.9
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organisasi. motivasi merupakan semua kekuatan yang ada dalam diri seseorang
yang memberi daya, memberi arah, dan memelihara tingkah laku. Drs.
Wahjosumidjo dalam bukunya Kepemimpinan dan Motivasi menyebutkan bahwa
motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara
sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi di dalam diri seseorang.
Motivasi didefinisikan sebagai serangkaian proses yang menggerakkan,
mengarahkan, dan mempertahankan perilaku individu untuk mencapai beberapa
tujuan Motivasi merupakan suatu dorongan yang diatur oleh tujuan dan jarang
muncul dalam kekosongan.12
Sejalan dengan Skripsi ini, penulis menggunakan konsep Motivasi sebagai
bahan untuk memperjelas apa yang di maksud dengan motivasi itu sendiri dalam
hal menganalisis perilaku politisi pindah partai di Kab. Gowa, karena di dalam
motivasi ada dua poin penting yaitu kebutuhan dan dorongan. Tentunya Secara
kepribadian  politisi yang berpindah partai mempunyai kebutuhan secara rasional
dalam mempertahankan karir atau eksistensinya di dunia politik dan juga
dorongan yang di pengaruhi oleh berbagai macam motif.
2. Partai politik
1. Pengertian Partai Politik
Partai politik didirikan dengan anggapan bahwa dengan membentuk
wadah organisasi bisa menyatukan orang-orang yang memiliki pikiran serupa
sehingga pikiran dan orientasinya bisa dikonsolidasikan. Dengan tujuan untuk
memperbesar pengaruh mereka dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.
12Skripsi milik Amanda Amalia Rusfa, Motifasi Kerja Pegawai Kantor Kecamatan
Panakkukang Dalam Pelayanan Admisistrasi Kepada Masyarakat, UNHAS, 2014 h. 9
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Dengan kata lain partai politik merupakan sebuah kelompok manusia yang
terorganisir yang anggota anggotanya memiliki orientasi, nilai, cita-cita yang
sama yang tujuannya ada memperoleh kekuasaan politik dan berusaha untuk
merebut kekuasaan politik.13
Banyak definisi partai politik yang dikembangkan oleh ilmuan-ilmuan
sosial politik
Menurut Sigmund Neuman dalam bukunya, Modern Political Parties,
mengemukakan definisi sebagai berikut.Partai Politik adalah organisasi dari
aktivisaktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan
serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau
golongangolongan lainnya yang mempunyai pandangan berbeda.14
Daridefinisi diatas dapat disimpulkan bahwa, partai politik terjuwud
berdasarkan persamaan kehendak atau cita-cita yang akan dicapai bersama.
Kehadiran partai politik merupakan cerminan dimana hak-hak asasi manusia
dihormati, yakni hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk berserikat.Oleh
karena itu kehadiran partai politik memberi warna tersendiri hal tersebut
berdasarkan kepada fungsi yang melekat pada partai politik tersebut.
2. Fungsi fungsi Partai Politik
a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Proses ini dinamakan Penggabungan Kepentingan (Interest aggregation)
Sesudah di gabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan di rumuskan dalam
13Prof. Miriam BudiarjdoDasar- dasar Ilmu PolitikJakarta : PT Gramedia Pustaka h. 404
14Sigmund Neuman, Modern Political Party dalam Prof. Miriam BudiarjdoDasar- dasar
Ilmu Politik, h.404
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bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan. Setelah
itu partai politik merumuskanya menjadi usull kebijakan. Usul kebijakan ini
dimasukkan kedalam program atau platform partai untuk di perjuangkan atau
disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan
umum. Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat di sampaikan kepada
pemerintah melalui komunikasi partai politik.15
b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
Dalam ilmu politik, sosialisai politik diartikan sebagai suatu proses yang
melaluinya seseorang akan memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena
politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Dimensi lain
dari sosiialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat
menyampaiakan “budaya politik” yaitu norma norma dan nilai nilai, dari satu
generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan
faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa.16
c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
Karena tujuan utama partai politik adalah untuk turut serta dalam atau
terlibat dalam politik praktik kepemerintahan, maka salah satu fungsi partai politik
adalah dengan melakukan proses rekrutmen politik guna mengisi 13 posisi yang
dibutuhkan dalam lembaga-lembaga negara. Dalam bukunya, Memahami Ilmu
Politik, Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan
pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk
melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan
15Prof. Miriam Budiardjo Dasar Dasar Ilmu Politik h.406
16Prof. Miriam Budiardjo Dasar Dasar Ilmu Politik h.407
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pemerintahan pada khususnya.Rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi
mencari dan mempertahankan kekuasaan dan juga untuk mencari dan mengajak
orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota
partai.17
d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik
Dalam setiap masyarakat, apalagi masyarakat yang sifatnya heterogen,
yang terdiri dari berbagai macam etnis, sosial-ekonomi maupun agama, akan
terdapat celah untuk menimbulkan konflik. Disini peran partai politik diperlukan
untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian




Untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat oleh peneliti,
yaituanalisis perilaku pindah partai di kabupaten Gowa tahun 2014, maka peneliti
menggunakan teori pilihan rasional yang dianggap relevan untuk mengkaji
permasalahan tersebut.
Rasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata rasio,
yaitu pemikiran yang logis, atau sesuai dengan nalar manusia secara umum.
Sedangkan rasional ialah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut
pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Jadi yang dimaksud dengan rasional ialah
suatu pikiran seseorang yang didasarkan pada sebuah pertimbangan akal sehat dan
17 Komarudin Sahid,Memahami Sosialisasi Politik,Bogor : Ghalia Indonesia, h.129.
18Prof. Miriam Budiardjo Dasar Dasar Ilmu Politik h.409
20
logis. Atau dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang dilakukan berdasarkan
pemikiran dan pertimbangan yang logis, pikiran yang sehat, dan cocok dengan
akal.Jadi yang dinamakan dengan pilihan rasional ialah suatu pilihan yang
didasarkan atas rasio akal sesuai dengan logika pribadi individu masing-masing.19
2. Teori Pilihan Rasional
Inti dari politik menurut penganut pendekatan ini adalah individu sebagai
aktor terpenting dalam dunia politik. Sebagai makhluk rasional ia selalu
mempunyai tujuan tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan
diri sendiri. Ia melakukan hal itu dalam situasi terbatasnya sumber daya,20dan
karena itu ia perlu membuat pilihan. Untuk menetapkan sikap dan tindakan yang
efisien ia harus memilih antara beberapa alternatif dan menentukan alternatif
mana yang akan membawa keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal
baginya. Untuk itu ia menyusun suatu ranking prefensi, misalnya ia membuat
ranking alternatif a, b, c. Alternatif a ternyata lebih baik dari b, dan b merupakan
alternatif lebih baik dari c. Dengan sendirinya alternatif a lebih baik dari c. Dan ia
tidak akan menerima pengaruh dari orang lain tanpa alasan rasional. Pelaku
Rational Action ini, terutama politisi, birokrat, pemilih (dalam berbagai acara
pemilihan), dan aktor ekonomi, pada dasarnya egois dan segala tindakanya
berdasarkan kecenderungan ini. Mereka selalu mencari cara yang efisien untuk
19Skripsi milik Muh ardan Peran Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Passairang
Kec Campalagian UNHAS 2009 h.28
20James S. Coleman, Rational Choice Theory” dalam Prof. Miriam Budiardjo Dasar
Dasar Ilmu Politik h.93
21
mencapai tujuanya. Optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan inti dari
teori Rational Chhoice.21
Sekalipun berbagai penganut teori ini mempunyai penjelasan berbeda
beda, substansi dasar dari doktrin ini telah dirumuskan oleh James B. Rule,
sebagai berikut.
a. Tindakan manusia pada dasarnya adalah instrumen (alat bantu) agar
perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai suatu
tujuan yang sedikit banyak jarak jauh. Untuk manusia, untuk kesatuan
yang lebih bear, tujuan atau nilai tersusun secara hierarkis yang
mencerminkan prefensinya mengenai apa yang di perlukanya. Hierarki
prefensi ini relatif stabil
b. Para aktor merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional
mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntunganya. Informasi
relevan yang dimiliki oleh aktor sangat mempengaruhi hasil dari
perhitunganya.
c. Proses proses sosial berskala besar termasuk hal hal seperti ratings,
institusi dan praktik praktik merupakan hasil dari kalkulasi seperti itu.
Mungkin akibat dari pilihan kedua, ketiga atau pilihan N perlu diacak.22
4. Nomadisme Politik
Nomadisme politik adalah istilah baru dalam dunia politik yang
berdasarkan paradigma postmodernisme. Nomadisme politik menurut definisinya,
21Prof. Miriam Budiardjo Dasar Dasar Ilmu Politik h.93
22James B Rule, Theory and Progress in Social Sciencedalam Prof. Miriam Budiardjo
Dasar Dasar Ilmu Politik h.94
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adalah sebuah kecenderungan perpindahan terus menerus di dalam politik, baik
pada tingkat individu, kelompok dan masyarakat, maupun pada tataran
personalitas, identitas, subjek, keyakinan, dan ideologis. Deleuze dan Guattari
dalam “Nomadology; The War Machine” melukiskan nomad sebagai entitas
politik yang dicirikan oleh sifatnya yang selalu berpindah, berdeformasi,
bertransmutasi, bermetamorfosis, anti identitas, anti ketetapan, selalu mengalir
dan bergejolak.23
Lebih lanjut Piliang berpendapat bahwa panggung politik bangsa dewasa
ini dikendalikan oleh para Nomad, yaitu orang-orang yang gandrung berpindah-
pindah (nomadism), berpindah dari satu partai ke partai lainnya, dari satu kursi ke
kuris lainnya, dari satu identtitas ke identitas lainnya, dan dari satu ideologi ke
ideologi lainnya. Tidak seperti orang-orang yang menetap atau mempunyai satu
ketetapan (sendentarity), para nomad politik adalah orang yang tidak pernah
menetap dan tidak mempunyai ketetapan ideologi, identitas, keyakinan diri.
Petualangan politik yang tanpa etika dan rasa malu ini telah menciptakan
para nomad politik (political nomad), yaitu para politikus dan kelompok politik
yang gandrung berpindah(nomadism), berpindah partai, bertukar identitas,
berubah citra (image), berganti lambang, bertukar moto, tanpa pernah memiliki
ketetapan dan konsistensi pada tingkat keyakinan politik. Ia tidak hanya bertukar-
tukar baju, kulit, atau warna, akan tetapi juga berganti-ganti wadah, institusi,
organisasi, kelompok, yang menciptakan semacam ’nomadisme politik’ (political
nomadism).24
Perspektif nomadisme politik tersebut kemudian digunakan untuk
menganalisa perilaku politisi pindah partai dengan berbagai motif yang
23Yasraf Amir Piliang, Transpolitika; Dinamika Politik di Dalam Era Vrtualitas
(Yogyakarta: Jalasutra, 2005), h. 159
24Yasraf Amir Piliang, Transpolitika, h.158
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mendasarinya. Pada bagian sebelumnya, telah paparkan pragmatisme partai
politik dalam kaitannya dengan fenomena politisi pindah partai. Adanya
pergeseran fungsi dan nilai partai politik yang diikuti oleh lunturnya ideologi dan
loyalitas kader atau konstituen partai, mengakibatkan kebanyakan anggota partai
kemudian berpindah ke partai lain untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dan
sebagai bentuk pengaktualisasian diri.
Masyarakat yang mempunyai ciri sebagai pemilih rasional cenderung
memberikan reaksi terhadap politisi pindah partai sehingga pandangan negatif
juga dilayangkan ke partai-partai politik yang menaungi politisi tersebut. Kerja
nyata partai dan pejabat politik belum dirasakan oleh masyarakat. Kecenderungan
perilaku politisi membentuk suatu pemahaman negatif terkait aktivitas politik
yang bersifat artifisial semata demi membangun popularitas melalui politik
pencitraan. Gejala ini merupakan salah satu dimensi nomadisme politik, dimana
aktor politik sering menggunakan praktek pencitraan untuk menggambarka
neksistensinya. Demi sebuah kekuasaan atas citra diri, dan opini publik,
aktorpolitik bisa jadi siapa saja dan apa saja. Berubah-ubah, meloncat dari satu
sosok ke sosoklain, menjadi sosok-sosok yang mempunyai daya tontonan yang
besar. Sehingga secara psikispun, para politikus yang dicirikan oleh sifat sifat
inkonsistensi, tidak pernah menetap dan tanpaketetapan diri yang tetap.25
Pergeseran peran ideologi, yang seharusnya dijadikan landasan partai
politik beserta kadernya dalam melakukan kerja-kerja politik menyangkut banyak
hal. Namun kenyataannya ideologi dijadikan kontenpencitraan yang manipulatif.
Ideologi kemudian hanya menjadi aksesoris partai politik dan dikalahkan oleh
kepentingan jangka pendek para politisi dalam mengejar kepentingan pribadi. Hal
ini dapat dilihat dari banyaknya politisi berpindah dari satu partai ke partai lain.
25Yasraf Amir Piliang, Transpolitika, h. 150
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Ideologi tidak bisa mengikat perilaku politisi, sebaliknya, perilaku politisi tidak
bisa mencerminkan ideologi partai politik, baik melalui tindakan asusila, korupsi,
atau kebijakan yang bertentangan dengan ideologi partai ketika ia menjadi pejabat
negara.
Sejalan dengan kritik yang dilayangkan oleh Bernard Flynn dalam
karyanya “Political Philosophy at the Closure of Metaphysics”26, bahwa politik
berkembang sebagai politik postmetafisik, politik kehilangan fondasi
transendennya yang di atasnya setiap aktor politik melakukan berbagai bentuk
permainan politik yang bersifat permukaan, dangkal, absurd dan ironis. Lebih
lanjut Piliang berpandangan bahwa pendidikan politik bangsa tidak mampu
menghasilkan teladan politik, disebabkan dunia politik juga telah dikuasai oleh
sifat-sifat absurditas, ironi dan inkonsistensi.27Tentunya fenomena ini
menyulitkan untuk mendapatkan aktor politik yang tepat, bukan karena
keterbatasan figur, tetapi karena banyaknya tawaran figur dari partai politik
dengan berbagai rupa pencitraannya yang tidak konsisten atau nomad.
Pandangan negatif publik tehadap politisi, pada akhirnya berpengaruh
kepada akseptabilitas publik terhadap partai politik, menjadi kurang atau tidak
puas dengan kinerja partai politik. Hal ini antara lain disebabkan maraknya isu
mengenai buruknya perilaku politisi sehingga memunculkan reaksi
ketidakpercayaan (distrust) dari masyarakat terhadap kinerja, peran, dan fungsi
partai politik termasuk politisi yang diusung partai menduduki jabatan
pemerintahan. Hal ini seperti apa yang disebut Piliang sebagai nomadisme politik,
di mana aktor politik memparodi lembaga atau instutusinya sendiri. Di lembaga-
lembaga seperti parlemen, yaitu ketika anggota DPRD sebagai wakil rakyat telah
26Yasraf Amir Piliang, Transpolitika, h. 174
27Yasraf Amir Piliang, Transpolitika, h. 175
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tercabut dari rakyat yang diwakilinya. Anggota parlemen hanyut dalam fantasi
gaya hidup, piknik ke luar negeri, mobil mewah, fasilitas mewah, sementara tidak
mempunyai kontak lagi dengan realita rakyat mereka perjuangkan.
Dalam praktiknya, partai, konstituen, dan terutama politisi sibuk berpindah
partai, akan tetapi tidak mampu mengubah wajah politik, khususnya watak,
mentalitas dan mindset politik itu sendiri. Kecenderungan untuk berpindah partai
dalam rangka mencari kekuasaan kemudian diakomodir oleh hampir semua partai
dengan cara menggandeng politisi yang memiliki sumber daya politik yang kuat,
misalnya kekuatan basis massa yang dimilikinya di daerah.
Model rekrutmen yang cenderung hanya mengedepankan popularitas figur
ini juga menjadi salah satu penyebab sistem kaderisasi yang dilakukan partai tidak
bisa dilakukan secara efektif. Kader yang telah berkutat lama di internal partai
politik seringkali harus “mengalah” dengan pendatang baru yang lebih memiliki
sumber daya politik, modal ekonomi, dan modal sosial berupa popularitas. Posisi
kader yang memiliki track record, kapasitas, kapabilitas yang baik justru kadang
terabaikan atau bahkan tersingkirkan dalam politik.
dapat disimpulkan bahwa politisi pindah partai cenderung menggambarkan
perilaku nomadisme politik. Seorang nomad politik selalu mengembangkan di
dalam dirinya tanda-tanda skizofrenik yaitu semacam tanda tanda yang selalu
mengalir, berpindah dan beralih teritorialtanpa henti.28 Kecenderungan para aktor
politik terlihat lebih populis danmenjadi oportunis dalam perilaku atau tindakan
politiknya sebagai realitas yang terlihat berbeda. Politisi pindah partai
menunjukkan ketidak tegasan dan terus berpindah partai,dengan banyak manuver,
sehingga ideologi dan idealisme serta kejelasan tujuan politik menjadisamar dan
tidak jelas. Kalaupun ada tujuan itu hanya seperangkat image dan penanda
28Yasraf Amir Piliang, Transpolitika, h. 160
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yangtentu saja kosong substansi. Ini biasanya temporal, cendrung cepat berubah
sesuai popularitas, bukan berdasarkan substansi perencanaan dan realita
perubahan serta pengembangan masyarakat yang seharusnya.
Nomadisme dan petualangan politik yang tanpa rasa malu dan etika ini,
telah menciptakan wajah politik bangsa, yang lebih mengedepankan hasrat dan
kehendak kuasa yang bersifat jangka pendek, tanpa pernah peduli dengan
penciptaan ruang politik yang berkualitas, mencerdaskan, dan mencerahkan dalam
jangka panjang. Dunia politik, sebaliknya menjelma menjadi petualangan di
ruang-ruang sempit kekuasaan jangka pendek itu, dan tidak pernah mampu
menawarkan visi politik masa depan yang dapat menciptakan sebuah masyarakat
politik, serta dunia kehidupan pada umumnya yang cerdas, kreatif, dan
produktif.29







Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang
bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan
metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan,
mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini
dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara
mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.
A. Jenis Penelitian
Dasar pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif. Alasan penulis memilih metode kualitatif karena metode
memiliki beberapa prespektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang
lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi, dikarenakan kajiannya adalah
fenomena sosial yang selalu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur
dengan menggunakan angka-angka maka penelitian ini membutuhkan analisa
yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung
pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba memahami terhadap suatu
fenomena.Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis karena penelitian ini
diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat. Penelitian
dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang
ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.
Tujuan penelitian deskriptif ini sendiri adalah untuk membuat penjelasan secara
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sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Namun demikian, dalam
perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah
berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat
komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel
lain.30
B. Lokasi penelitian
Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Gowa dengan objek penelitian
Hamril Taha yang sebelumnya berasal dari partai PPP kemudian berlabuh ke
partai NASDEM dan sekarang menjabat yakni sebagai Sekertaris DPC Partai
NASDEM Kab. Gowa dan Muh. Natsir Sega, yakni Politisi Partai PDI-P Kab
Gowa yang sebelumnya berkiprah di partai PKB sebelum pindah ke PDI-P
Dimana keduanya adalah politisi yang tidak menetap di satu partai alias sudah
pernah melakukan aktifitas pindah partai dari satu partai ke partai yang lain.
Untuk itu saya selaku peneliti tertarik ingin mengetahui mengapa politisi diatas
termotivasi berpindah dari saru partai ke partai yang lain.
C. Sumber Data Penelitian
Pada penelitian kualitatif biasa mengumpulkan data dari beragam sumber
seperti, wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketimbang hanya mampu pada
satu sumber data saja. Kemudian31, adapun sumber data yang digunakan yaitu:
30 John W Creswell, Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed(Yogyakarta : Pustaka
Pelajar 2012).h. 4




Data primer (primary data), yaitu data empirik yang diperoleh secara
langsung dari obyek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.32Dalam
penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Hamril Taha
dan Muh Natsir Sega sebagai tokoh utama penelitian, keduanya adalah politisi
yang telah berpindah partai politik.
b. Data Sekunder
Data Sekunder (secondary data), yaitu data penelitian yang diperoleh
secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau
digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi
dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.33Data sekunder dalam
penelitian ini di dapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat
dijadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, dan juga dari
referensi buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan
pembahasan penelitian.
D. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini instrument penelitian adalah peneliti sendiri, manusia
sebagai human instrument, berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih
informan sebagai sumber data,  melakukan pengumpulan data, menilai kualitas
data,  analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.34
32Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers,
2010, h. 29-30.
33Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi, h. 138.
34Sugiono, Metode Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif R&D ( Bandung:CV.Alfabeta,2008 ) h.
222.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
a. Wawancara mendalam(Interview)
Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka
antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan
atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan
informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian
kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatanya dalam kehidupan
informan.35
b. Observasi
Observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan
peninjauan secara cermat. Dengan teknik ini, peneliti akan mengamati setiap
fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dan pencatatan
dengan sistematis fenomena-fenomena yang sudah diteliti.36Oleh karena itu
metode observasi ini peneliti gunakan sebagai metode sekunder atau pelengkap
saja, yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji
kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil wawancara.
35Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si. “Penelitian Kualitatif: Komunikasi,
Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainya” (2007) h. 108
36Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia, 1990,
h.173.
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c.    Dokumentasi
Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau
variabelvariabel berupa catatan, transkip, buku, dokumen rapat atau catatan
harian.37Metode ini dipergunakan dalam rangka mencari referensi tambahan dan
menguatkan hasil kajian penelitian.
F. Teknik Analisis Data
1.Reduksi data (data reduction)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin
lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan
rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi
data.38Reduksi data dalam penelitian ini yaitu memilah-milah jawaban-jawaban
hasil wawancara dari Informan karena tidak semua hasil uraian informan dapat
ditarik menjadi suatu jawaban dalam penelitian ini.
5. Penyajian data (data display)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-display-kan
data.Dalam kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan men-display-
kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.39
37Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. Jakarta: Rineka Cipta,
1993, h.131.
38Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D h.247
39Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D.h.249
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6. Menarik kesimpulan atau verifikasi (conclution drawing/verification)
Langkah ketiga analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan
bukti-bukti kuat yangmendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel.40
40Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D.h.249
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Gambaran umum lokasi penelitian sangat penting untuk memperjelas dan
mengenal objek penelitian. Sehubungan dengan itu, maka pada bab ini diuraikan
beberapa hal yang terkait dengan lokasi penelitian.
1. Sejarah Kabupaten Gowa
Tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas persetujuan kelompok kaum
yang disebut Kasuwiyang-Kasuwiyang dan merupakan kerajaan kecil yang
terdiri dari 9 Kasuwiyang yaitu Kasuwiyang Tombolo, Lakiyung, Samata,
Parang-parang, Data, Agang Je’ne, Bisei, Kalling, dan Sero.
Masa sebagai kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat dibanggakan
dan mengandung citra nasional antara lain Masa Pemerintahan I Daeng Matanre
Karaeng Imannuntungi Karaeng Tumapa’risi Kallonna berhasil
memperluas Kerajaan Gowa melalui perang dengan menaklukkan Garassi,
Kalling, Parigi, Siang (Pangkaje’ne), Sidenreng, Lempangang, Mandalle dan lain-
lain kerajaan kecil, sehingga Kerajaan Gowa meliputi hampir seluruh dataran
Sulawesi Selatan.
Kepemimpinan Karaeng Tumapa’risi Kallonna tersebutlah nama Daeng
Pamatte selaku Tumailalang yang merangkap sebagai Syahbandar, telah berhasil
menciptakan aksara Makassar yang terdiri dari 18 huruf yang disebut Lontara
Turiolo.
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Tahun 1051 H atau tahun 1605 M, Dato Ribandang menyebarkan Agama
Islam di Kerajaan Gowa dan tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1051
Hatau 20 September 1605 M, Raja I Mangerangi Daeng Manrabia menyatakan
masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Ini kemudian diikuti
oleh Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka dengan gelar
Sultan Awwalul Islam dan beliaulah yang mempermaklumkan shalat Jum’at
untuk pertama kalinya.
Raja I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Muhammad
Bakir Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI dengan gelar Ayam Jantan dari
Timur, memproklamirkan Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim yang
memiliki armada perang yang tangguh dan kerajaan terkuat di Kawasan Indonesia
Timur.
Tahun 1653 – 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap menjadi garis
kebijaksanaan Gowa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal ini
mendapat tantangan dari VOC yang menimbulkan konflik dan perseteruan yang
mencapai puncaknya saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di
Buton.Akibat peperangan yang terus menerus antara Kerajaan Gowa dengan VOC
mengakibatkan jatuhnya kerugian dari kedua belah pihak, oleh Sultan Hasanuddin
melalui pertimbangan kearifan dan kemanusiaan guna menghindari banyaknya
kerugian dan pengorbanan rakyat, maka dengan hati yang berat menerima
permintaan damai VOC.
Pada tanggal 18 November 1667 dibuat perjanjian yang dikenal dengan
Perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya). Perjanjian tidak berjalan langgeng
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karena pada tanggal 9 Maret 1668, pihak Kerajaan Gowa merasa dirugikan.Raja
Gowa kembali dengan heroiknya mengangkat senjata melawan Belanda yang
berakhir dengan jatuhnya Benteng Somba Opu secara terhormat.Peristiwa ini
mengakar erat dalam kenangan setiap patriot Indonesia yang berjuang gigih
membela tanah airnya.41
Sultan Hasanuddin bersumpah tidak sudi bekerja sama dengan Belanda
dan pada tanggal 1 Juni 1669 meletakkan jabatan sebagai Raja Gowa ke XVI
setelah hampir 16 tahun melawan penjajah. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni
1670 Sultan Hasanuddin mangkat dalam usia 36 tahun. Berkat perjuangan dan
jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara, maka dengan Surat Keputusan Presiden
RI Nomor 087/TK/Tahun 1973 tanggal 16 Nopember 1973, Sultan Hasanuddin
dianugerahi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional.42
2. Letak Geografis
Kabupaten Gowaberada pada 119.3773º Bujur Barat dan 120.0317º Bujur
Timur, 5.0829342862º Lintang Utara dan 5.577305437º Lintang Selatan, dengan
batas-batas sebagai berikut:
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros;
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten
Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng;
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten
Jeneponto; dan
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.
41 Zainuddin Tika. Profil Sejarah Budaya dan Parawisata Gowa. (Makassar: Pustaka
Refleksi, 2000), h. 38-39
42 Zainuddin Tika, M. Ridwan Syam.Raja dan Pejuang Sulawesi Selatan. (Makassar:
Pustaka Refleksi, 2000), h. 74-77
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Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01%
dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 18 (delapan belas)
kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan.
Tinjauan terdahap aspek fisik wilayah, dimaksudkan untuk mengetahui
potensi dan kendala yang dihadapi Kabupaten Gowa dalam mengembangkan
wilayahnya dimasa mendatang. Beberapa aspek fisik yang menjadi kajian,
meliputi: aspek fisik wilayah, kependudukan dan sumberdaya manusia, aspek
perekonomian, potensi bencana alam dan berbagai aspek lainnya.
Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah
dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian
besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Dari total luas Kabupaten
Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah
Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten
Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai.Sungai
dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas
881 km² dengan panjang 90 km.43
3. Kependudukan
Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan aspek
utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu data
penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Dilihat dari
persebaran penduduk di Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu merupakan
Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, yaitu sebesar 136.995 jiwa dan
43 www.gowakab.bps.go.id/frontend/, Diakses pada tanggal-25 April 2017
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Kecamatan Parigi adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terendah terendah,
yaitu hanya sebesar 13.764 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk merupakan
barometer untuk menghitung besarnya semua kebutuhan yang diperlukan
masyarakat, seperti perumahan, sandang, pangan, pendidikan dan sarana
penunjang lainnya.Berdasarkan hasil registrasi penduduk, Jumlah penduduk
Kabupaten Gowa dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2012
mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan peduduk sekitar 2,4%.
Total jumlah penduduk tersebut di tahun 2007 sebesar 594.423 jiwa dan
meningkat terus di tahun 2012 menjadi 670.465 jiwa. Peningkatan jumlah
penduduk yang paling signifikan terjadi di Kecamatan Somba Opu yaitu sebesar
96.070 jiwa di tahun 2007 dan terus meningkat hingga tahun 2012 mencapai
133.784 jiwa. Hal ini terjadi karena pesatnya pembangunan perumahan di
Kecamatan Somba Opu. Perkembangan dan Rata-rata kepadatan penduduk di
Kabupaten Gowa44dapat dlihat pada tabel 2 :
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Jumlah 9.764 686.556 544.79
5
Sumber:Kantor Perpustakaan, Arsip dan Pengelolah Data Elektronik
Kabupaten Gowa
Untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Gowa sampai
dengan tahun 2018 akan digunakan pendekatan Lung Polinomial Methods,
dengan  dasar  pemikiran  bahwa  perkiraan  pertambahan  penduduk  ke depan
tidak  lagi  selamanya  mengikuti  pola  pertumbuhan  yang  berlaku  di  wilayah
perencanaan  karena  sebagai  daerah  baru  dengan  potensi/peluang  untuk
kemungkinan berusaha lebih baik akan menjadi daya tarik yang kuat bagi
penduduk luar untuk memasuki wilayah Kabupaten Gowa. Penggunaan Metoda
Lung Polinomial berlandaskan pada angka pertumbuhan  rata-rata  Kabupaten
Gowa sebesar 2,4 %  per  tahun.  Berikut ini hasil perhitungan proyeksi penduduk
Kabupaten Gowa di setiap Kecamatan hingga tahun 2018.
4. Kondisi Sosial Ekonomi
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan
penduduk yang bekerja dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau
mempersiapkan usaha (penganggur) terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke
atas). Hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2009
menunjukkan bahwa TPAK di Kabupaten Gowa sebesar 61,89 persen, dimana
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TPAK penduduk laki-laki sebesar 65,78 persen, atau jauh lebih tinggi dibanding
penduduk perempuan yang hanya memiliki TPAK sebesar 34,22 persen. Sebagian
besar penduduk Kabupaten Gowa yaitu sebesar 42,82 persen bekerja pada sektor
pertanian, sektor industri 6,93 persen, sektor perdagangan 18 persen, sektor jasa
10,99 persen, dan yang bekerja pada sektor lainnya sebesar 21,26 persen.
Indikator yang digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi sebagai hasil
pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas
Dasar Harga Berlaku. PDRB Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Berlaku pada
Tahun 2007 sebesar Rp. 2.854.932,88 dan pada tahun 2009 sebesar Rp.
4.309.671,23, atau mengalami perkembangan ekonomi sebesar 50,95 %, atau
perkembangan ekonomi rata-rata 16,98 persen per tahun. Adapun Indikator yang
digunakan untuk mengamati hasil-hasil pembangunan ekonomi, adalah
pertumbuhan ekonomi. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat
pertumbuhan output dalam suatu perekonomian wilayah. Pertumbuhan ekonomi
ini dapat diukur dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000.PDRB
Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Konstan Pada Tahun 2007 sebesar Rp. 1,543
milyar rupiah, dan pada Tahun 2009 meningkat menjadi 1,782 Milyar rupiah, ini
menunjukkan bahwa pada tahun 2009 telah terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar
7,99 persen45.
Dengan menggunakan Angka PDRB Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2005-2008, menunjukkan bahwa pada Tahun 2005 sektor
(lapangan usaha) pertanian mempunyai kontribusi yang besar, yaitu sebesar 52,16
45www. gowakab.bps.go.id/frontend/, Diakses pada tanggal -25 April 2017
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persen terhadap PDRB, pada Tahun 2008 Kontribusi Sektor Pertanian mengalami
penurunan sebesar 3,38 persen menjadi 48,78 persen. Penurunan kontribusi Sektor
Pertanian tersebut bergeser kepada peningkatan kontribusi Sektor Jasa-Jasa
(pemerintahan umum dan swasta), dimana pada Tahun 2005 peranan sektor jasa-
jasa terhadap perekonomian Kabupaten Gowa sebesar 14,82 persen, yang pada
tahun 2008 meningkat menjadi 18,32 persen. Sektor jasa-jasa yang terdiri dari
Sub Sektor Jasa Pemerintahan Umum dan Sub Sektor Jasa Swasta, pada kurun
Tahun 2005-2008 masih didominasi oleh peranan Sub Sektor Jasa Pemerintahan
Umum, yaitu sebesar 13,73 persen pada Tahun 2005, meningkat menjadi 17,43
persen pada Tahun 2008. Sedangkan Sub Sektor Jasa Swasta yang terdiri dari Jasa
Sosial / Jasa Kemasyarakatan, Hiburan dan Rekreasi, dan Jasa Perorangan dan
Rumah Tangga Pada Tahun 2005 hanya berperan sebasar 1,09 persen, dan pada
Tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 0,89 persen. PDRB Perkapita
Kabupaten Gowa pada tahun 2005 adalah Rp.3.693.650,-, dan pada tahun 2008
meningkat menjadi Rp.5.732.787,-, ini menunjukkan bahwa pada kurun waktu
2005-2008 terjadi peningkatan sebesar Rp.2.037.137,-, atau sebesar 55,15 persen.
5. Kondisi Pemerintahan
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / RPJPD
Kabupaten Gowa Tahun 2010 – 2025, yakni: ”Gowa Menjadi Andalan Sulawesi
Selatan dan Sejajar Daerah Termaju di Indonesia dalam Mensejahterakan
Masyarakat” Selanjutnya Visi jangka panjang tersebut dijabarkan dalam visi lima
tahunan Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai upaya mewujudkan visi jangka
panjang secara konsisten dan  menciptakan kesinambungan arah pembangunan
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Kabupaten Gowa dengan dukungan letak geografis yang strategis, potensi sumber
daya alam yang melimpah, dan akar budaya yang kuat, maka dirumuskan visi
pemerintah Kabupaten Gowa 2010-2015, sebagai berikut
“Terwujudnya Gowa yang Handal dalam Peningkatan Kualitas
Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan”Secara filosofis, Visi di atas
mengandung makna bahwa Kabupaten Gowa dengan segala potensi dan
keunggulannya bercita-cita menempatkan diri sebagai daerah yang handal dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Sedangkan arah dan kebijakan
pembangunan Kabupaten Gowa pada Tahun 2010-2015, ditetapkan 5 (lima)
Agenda pembangunan yang meliputi :
1. Agenda Peningkatan Kualitas  Sumber Daya Manusia dengan Berbasis Pada
Hak-Hak Dasar Masyarakat
2. Agenda Peningkatan Interkoneksitas Wilayah dan Keterkaitan Sektor Ekonomi
3. Agenda Peningkatan Penguatan Kelembagaan dan Peran Masyarakat
4. Agenda Peningkatan Penerapan Prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik
5. Agenda Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Mengacu pada
Kelestarian Lingkungan Hidup
Adapun Landasan kebijakan umum penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010,
tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kabupaten Gowa Tahun 2005-2010 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2010. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang harus dicapai dalam RKPD
Tahun 2010,  maka ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan tahun 2010,
meliputi:  1) Peningkatan mutu pendidikan. 2) Peningkatan derajat kesehatan
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masyarakat.  3) Peningkatan penanggulangan kemiskinan terpadu. 4)Peningkatan
mutu dan produksi pertanian. 5) Peningkatan kualitas dan akses infrastruktur ke
sentra perekonomian. 6) Peningkatan kompetensi aparatur dan kelembagaan
masyarakat.
Tabel 4.2Bupati Gowa Dari Tahun 1957 sampai sekarang,
No Nama Bupati Periode
1. Andi Idjo Karaeng Lalolang 1957 – 1960
2. Andi Tau 1960 – 1967
3. H. M. Yasin Limpo Karetaker
4. Andi Bachtiar Kareteker
5. K. S. MasÕud 1967 – 1976
6. H. Muhammad Arif Sirajuddin 1976 – 1984
7. H. A. Kadir Dalle 1984 – 1989
8. H. A. Azis Umar 1989 – 1994
9. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si 1994 – 2002
10. Drs. H. Hasbullah Djabar, M.Si 2002 – 2004
11. H. Andi Baso Machmud Karetaker
12. H. Ichsan Yasin Limpo, SH 2005-2015
13. Adnan  Ichsan 2016 -2020
Sumber:Kantor Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Gowa
B. Hasil Penelitian
1. Motif Politisi Pindah Partai
Pada sub pembahasan ini diuraikan temuan data lapangan berdasarkan
hasil wawancara terhadap informan kader atau politisi dari partai Nasdem dan
PDIP di Kabupaten Gowa, terkait dengan fokus permasalahan tentang motif
politisi berpindah partai. Sebelum membahas kedua aspek tersebut, perlu
dijelaskan lebih awal mengenai salah satu fungsi partai politik yaitu rekrutmen
politik, sebab akar persoalan mengenai fenomena politisi pindah partai tidak
terlepas dari mekanisme internal partai yang bersangkutan. Surbakti
mendefinsikan rekrutmen politik sebagai proses seleksi, pemilihan, atau
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pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah
peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.46
Dari pengertian yang dikemukakan oleh Surbakti tersebut, dipahami
bahwa rekrutmen politik merupakan kelanjutan dari fungsi partai politik, yakni
mencari dan mempertahankan kekuasaan. Hal inilah yang menjadi alasan
mengapa rekrutmen politik menjadi sangat penting bagi partai politik, sebab tanpa
kehadiran kader atau elit politik yang melaksanakan program atau kebijakan
ideologis partai, maka kontinuitas partai tersebut akan stagnan bahkan dapat
berakhir di panggung politik. Dalam kaitan inilah dapat dilihat dinamika internal
partai politik pada level mikro, dimana realita kehadiran para politisi dalam suatu
partai tertentu tidak hanya menyoal perjuangan ideologis partai, namun juga
kecenderungan pragmatisme politik atau motif kepentingan individual dari
politisi.
Tampak di sini apa yang diungkapkan oleh Rush dan Althoff sebagaimana
yang dikutip oleh Maran dan Gatara, tentang motif menduduki atau mencari
jabatan politik sebagai salah satu aspek dalam hirarki partisipasi politik. Tercakup
dalam kegiatan tersebut adalah usaha mempertahankan gagasan, posisi, orang atau
kelompok-kelompok tertentu melalui sistem politik yang bersangkutan.47 Lebih
lanjut R.Lane, Rush, dan Althoff dalam uraian Arifin menjelaskan tipe partisipasi
politik, antara lain sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, sarana
untuk memuaskan kebutuhan penyesuaian sosial, sarana untuk mengejar nilai-
46Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Cet.VII; Jakarta: Kompas Gramedia, 2010),
h. 150-151.
47Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik; Suatu Pemikiran dan Penerapan
(Cet.I; Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 148-149. Lihat juga A.A.Said Gatara dan Moh.Dzulkiah
Said, Sosiologi Politik; Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian (Cet.I; Bandung: Pustaka
Setia, 2007), h. 93.
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nilai khusus, dan untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar atau kebutuhan
psikologis tertentu.48
Dapat dipahami bahwa politisi mengalami dialektika pemikiran politik
yang sangat dinamis karena dualisme orientasi kepentingan dalam kontesk
partisipasi politik di suatu partai. Dan Nimmo misalnya menyatakan bahwa
partisipan politik menggunakan tiga cara berpartisipasi politik, yaitu gaya
partisipasi, motif partisipasi, dan konsekuensi partisipasi.49 Berdasarkan perspektif
ini, maka penting untuk memahami motif partisipasi politik para politisi sehingga
diketahui apa alasan mereka konsisten bertahan pada satu partai dan utamanya
mengapa politisi cenderung berpindah dari satu partai ke partai lainnya. Berikut
diuraikan temuan data mengenai motif politisi partai  Nasdem dan PDIP
berpindah partai terkait dengan momentum Pemilu Legislatif (Pileg) di Kabupaten
Gowa tahun 2014.
1. Motif Kekuasaan
Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses
politik, bahkan Surbakti menyatakan bahwa politik tanpa kekuasaan bagaikan
agama tanpa moral.50Dalam dunia politik, mendapatkan kekuasaan adalah tujuan
bagi para aktor politik. Namun dominasi perilaku aktor politik dewasa ini
menunjukkan terjadinya pergeseran orientasi dari yang semula didasari orientasi
idiologis menjadi pragmatis yakni untuk memperoleh kekuasaan dan
menggunakannya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Seperti yang dipahami
bahwa tindakan politik senantiasa dilatarbelakangi oleh orientasi kepentingan
48Anwar Arifin, Perspektif Ilmu Politik (Cet.I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h.
83.
49Anwar Arifin, Perspektif Ilmu Politik, h. 84. Salah aspek dari motif partisipasi politik
yang dinyatakan oleh Dan Nimmo adalah “Pilihan Rasional”, dimana kategori ini akan dikaitkan
dalam sub pembahasan penelitian.
50Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, h. 71
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tertentu, misalnya kepentingan elite partai politik yang didasarkan atas kekuasaan
atau posisi sebagaimana definisi partai politik yang disampaikan Budiardjo.51
Meskipunpartai politik selalu menyuarakan idealismenya untuk
memperjuangkan aspirasi rakyat, namun tingkah laku politik anggota partai
kadang tidak selalu berbanding lurus denganapa yang diharapkan bahwa ketika
mencapai kekuasaan tidak mampu mewujudkan janji-janji politiknya untuk
mensejahterahkan rakyat. Jika mencermati dinamika politik, khususnya dalam
momentum Pemilu Legislatif 2014, akan ditemukan fenomena anggota partai
yang berpindah partai atau sering diberi label metaforis “politisi kutu loncat”. Hal
ini mengindikasikan bahwa anggota partai yang berpindah partai itu motifnya
cenderung hanya mengejar jabatan strategis di daerah, baik eksekutif maupun
legislatif dengan cara menunggangi partai politik yang berpotensi memenangkan
dirinya pada momentum pilkada atau pileg.
Dalam konteks inilah penting untuk menganalisa motif politisi berpindah
dari satu partai ke partai yang lain dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan
individualnyamaupun tujuan kolektif yang tercermin dalam perilaku koalisi lintas
kader partai. Berkenaan dengan objek/subjek penelitian ini, dalam Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Gowa Tahun 2014, terdapat
9 (sembilan) partai politik yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu
Legislatif, antara lain PKB, PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, Nasdem, PKS,
dan Hanura. Masing-masing partai tersebut mengusung calonnya untuk dipilih
menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di 7 (tujuh) Daerah
Pemilihan (Dapil) Kabupaten Gowa.52
51Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004),
h. 160.
52“Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
Pemilihan Umum Tahun 2014”, Website Resmi KPUD Kabupaten Gowa, http://ppid.kpu.go.id
(Diakses, 10 Desember 2016).
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Sehubungan dengan pemetaan partai yang terlibat dalam penyelenggaraan
Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Gowa, politisi yang kemudian menjadi
informan penelitian ini adalah anggota partai PPP yang notabene pindah ke partai
PDIP dan anggota partai PKB yangberpindah ke partai PDIP. Berdasarkan hasil
wawancara terhadap politisi Nasdem dan PDIP Kabupaten Gowa, diketahui
beberapa motif yang menjadi alasan mereka mengambil keputusan untuk
berpindah partai. Salah satu alasan yang mengemuka diungkapkan oleh politisi
PDIP, yang menyatakan paltform ideologi partai memiliki titik lemah sehingga
cenderung menjadi pemicu bagi anggota untuk berpindah partai. Hal ini seperti
yang dikemukakan oleh Politisi PDIP, Muh.Natsir Sega:
Partai politik yang ada di indonesia hampir semua tidak memiliki platformideologi yang fundamental. Partai yang mengkalim dirinya sebagai partainasionalis justru kadernya tidak mampu menjiwai sikap nasionalistersebut begitupun dengan partai yang mengkalim dirinya yang ber-platform agamais. Dalam hal kebijakan partai tidak mampumenerjemahkian kebijakan sesuai dengan ideologi partai. Apa yang diuraidalam platform partai itu tidak selamanya merupakan cerminan danideologi partai politik. Banyak juga partaiyang tidak selaras antara asaspartai dengan realitas pemilih dan platform serta program-programpartainya, tingkah laku elit politik juga kadang tidak mencerminkanideologi dari partai yang diusungnya.
Pendapat yang dikemukakan oleh politisi PDIP tersebut, mengindikasikan
bahwa kader-kader partai politik yang berasas Nasionalis maupun Religius selama
ini dianggap tidak konsisten merealisasikan ideologinya. Informan ini bermaksud
mengkritisi perilaku politik para kader partai yang realitanya tidak mencerminkan
asas atau ideologi partainya sendiri. Sebab latar persepsi ini, kemudian menjadi
alasan bagi politisi yang sebelumnya menjadi anggota partai PKB berpindah ke
partai PDIP. Dalam kasus perpindahan politisi ini, dapat dikatakan bahwa partai
PKB belum mampu menciptakan konsolidasi di internal kader-kadernya sehingga
mau berkomitmen dan konsisten terhadap perjuangan ideologis partainya.53
53“Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Kebangkitan Bangsa”,
Website Resmi DPP PKB, http://www.dpp.pkb.or.id  (Diakses, 10 Desember 2016). Tercantum
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Dari kasus politisi yang pindah partai dari PKB ke PDIP, juga ditemukan
kenyataan bahwa motif kekuasaan merupakan faktor yang paling menentukan atau
memengaruhi sikap politik para politisi sehingga ia melakukan tindakan pindah
partai. Ada semacam paradoks apabila politisi yang dimaksud menjadikan
ketertarikan terhadap ideologi partai sebagai alasan utama perpindahannya ke
partai lain. Faktanya, PKB yang bercirikan partai “Religius Konservatisme” atau
secara eksplisit berideologi Islam, sangat berbeda dengan corak PDIP yang
“Progresif Revolusioner” dimana PDIP menjabarkan dan melaksanakan ajaran
Bung Karno tentang semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri
Sila).54
Secara kelembagaan dapat dikatakan bahwa partai sesungguhnya gagal
mentransformasikan orientasi ideologi partai ke dalam pemahaman dan perilaku
politik para kadernya. Di sisi yang lain, politisi termotivasi untuk pindah partai
juga karena faktor pengaruh ketidakampuan elit partai politik melakukan
konsolidasi internal baik di level kepengurusan pusat (DPP) maupun jajarannya di
daerah (DPW dan DPC). Keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan
politisi partai Nasional Demokrat (Nasdem), Hamril Taha, mengindikasikan hal
tersebut:
Kalau kita cermati setelah rezim Orde Lama, ketika Soeharto menjadipresiden, dia mampu merubah orientasi partai. Rezim orde lama partaipolitik itu menjadi suatu kekuatan ideologi, tapi pada orde baru partaipolitik justru tidak lagi menunjukkan kekuatan ideologi, perubahanorientasi partaiini merambat sampai ke level daerah. Kegagalan di tingkatDewanPimpinan Pusat (DPP) tentu berpengaruh juga sampai ke derahtermasuk di Kabupaten Gowa.
dalam AD/ART PKB, “pengabdian kepada Allah Swt, menjunjung tinggi kebenaran dan
kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan
kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljamaah.
54“Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan”, Website Resmi DPP PDIP, http://www.pdiperjuangan.id (Diakses, 10 Desember
2016).
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Tampak dari keterangan yang disampaikan oleh informan tersebut, sistem
politik dan persoalan elitisme berpengaruh dalam mekanisme partai politik.
Misalnya, pemegang kekuasaan pada sistem politik totaliter, cenderung
memaksakan kehendaknya untuk menciptakan perilaku kader yang hanya
berorientasi mengejar sekaligus mempertahankan status quo kekuasaan. Berbeda
halnya dengan sistem politik demokrasi, dengan perilaku kepemimpinan yang
demokratis juga memungkinkan bagi kader berperilaku demokratis sehingga
pilihan-pilihan politik para kader cenderung lebih bebas. Dikaitkan dengan
kenyataan politisi Hamril Taha berpindah partai, maka dapat dinilai bahwa sistem
kaderisasi yang diterapkan oleh PPP cenderung lemah karena tidak mampu
melahirkan kader yang memiliki komitmen dan kesadaran kolektif
memperjuangkan ideologi PPP yang berasaskan Islam, dengan bercirikan
Ahlussunnah Wal Jama’ah.55
Meskipun dipahami bahwa PPP sebenarnya memiliki ideologi yang
bersifat doktriner dan inklusif, tetapi hal ini tidak berarti doktrinasi ideologi
politik benar-benar diwujudkan dalam proses rekrutmen politik dan kaderisasi,
atau paling tidak ideologi yang abstrak itu dikonkritkan dalam perilaku politik
setiap kader. Hamril Taha pada kenyataannya lebih memilih partai Nasdem,
dimana karakter partai ini cenderung bersifat pragmatis dilihat dari pergerakannya
sebagai partai massa (patronage party). Eksistensi Nasdem sebagai salah satu
partai baru di Indonesia, yang memiliki sumber daya politik yang memadai
menjadi daya tarik bagi politisi, sehingga upaya pemenuhan kepentingan
politiknya dapat lebih terakomodir di partai tersebut dibandingkan partai lainnya.
Andrain yang mengutip pandangan Laswell dan Kaplan, mengatakan
bahwa aktor politik akan sangat bergantung pada sumber daya politik yang
55“Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan
Pembangunan”, Website Resmi DPP PPP, http://www.ppp.or.id (Diakses, 10 Desember 2016).
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tersedia. Untuk memperoleh kekuasaan politik, baik dalam arti kapatuhan,
pengaruh, maupun otoritas, aktor politik perlu memperluas dan mendayagunakan
persediaan sumber daya secara efektif.56 Dengan mempertimbangkan pemahaman
itu, maka politisi dimungkinkan berpindah partai karena tujuan pencapaian
kepentingan atau kekuasaan aktual melalui pendayagunaan partai politik. Hal ini
didukung dengan pendapat dari partai Nasional Demokrat (Nasdem), Hamril
Taha:
Menurut saya, partai itu tempatnya berkumpul orang-orang yang punyaperhatian terhadap dunia politik. Masing-masing orang yang ada di partaipolitik sebenarrnya membawa kepentingan dirinya. Hal ini bukan berartimereka itu mengabaikan kepentingan rakyat. Tetapi setahu saya memangseperti itu, setiap politisi biasanya ada kepentingan pribadinya meskipunia juga dituntut lebih mengutamakan kepentingan masyarakatumum.Orang-orang yang ada di dalam parpol itu belum tentu mempunyaitujuan yang sama, mereka mempunyai ambisi politik yang berbeda, kitatidak bisa memaksa parpol untuk memenuhi hal itu karena parpol sendirimempunyai aturan yang mengikat bagi seluruh anggotanya.
Pendapat informan tersebut menunjukkan sebuah orientasi politik, bahwa
partai politik merupakan instrumen penting bagi pencapaian kekuasaan, dimana
partai bersama kader-kadernya yang menduduki atau mencari kekuasaan akan
menampung sekaligus mengartikulasi aspirasi rakyat berupa tuntutan maupun
agregasi kepentingan yang beragam. Namun tidak dipungkiri realitanya, kadang
politisi hanya mengatasnamakan aspirasi rakyat untuk kepentingan personal dan
kelompoknya sendiri untuk meraih kursi kekuasaan. Penuturan dari politisi PDIP,
Muh.Natsir Sega, mengindikasikan perihal partai politik menjadi sarana
pencapaian kekuasaan di pemerintahan dalam rangka menyuarakan aspirasi
rakyat:
Parpol memang tempatnya kelompok yang aktifdalam politik. Maksudnyalewat parpol seseorang atau kelompok bisa memperjuangkan suatukepentingan, karena parpol kan bisa menjadi alat untuk mencapai posisiatau kekuaasaan dimana kita bisa menyuarakan aspirasi rakyat, sepertisaya saat ini telah menjabat sebagai anggota DPRD Gowa. Kita bisa
56A.A.Said Gatara, Sosiologi Politik, h. 111-113.
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menduduki lembaga legislatif tidak ada jalan lain kecuali melalui partaipolitik. Tujuan saya pribadi masuk ke PDIP karena ingin mensejahterakanrakyat dan berpartisipasi politik. Kalau kita tidak berupaya mendudukijabatan legislatif ini maulewat mana lagi kita ajukan koreksi padajalannya pemerintahan di Kabupaten Gowa
Pendapat informan tersebut di atas mendukung motif dasar perpindahan
dirinya dari PKB ke PDIP. Indikasi kuat motivasi yang dipertimbangkan oleh
politisi ini adalah sumber daya kekuasaan, dimana ia mendayagunakan PDIP
dalam proses meraih kursi legislatif di Kabupaten Gowa saat Pemilihan Legislatif
berlangsung di Kabupaten Gowa Tahun 2014. Ada keraguan terhadap
keberhasilan mencapai tujuan apabila tetap bertahan menjadi kader PKB karena
ketatnya kompetisi sirkulasi elit di partai ini, sedangkan PDIP yang bercorak
pragmatis dan partai massa (patronage) membuka lebar peluang bagi tiap
kadernya untuk berkontestasi dalam momentum pemilu.
Sementara itu, motif perpindahan politisi dari PPP ke Nasdem hampir
sama dengan kasus politisi PDIP yang berorientasi pencapaian sumber daya
politik atau kekuasaan semata. Ditinjau dari eksistensi kedudukannya di struktur
DPC Nasdem Kabupaten Gowa, Hamril Taha dianggap memiliki posisi yang
lebih memadai sebagai Sekretaris Nasdem Kabupaten Gowa, sementara ketika ia
masih berkarir di PPP hanya sebagai anggota biasa dalam struktur partai.
Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa aspek
penting mengenai motif perpindahan partai oleh politisi. Pertama, PPP dan PKB
sebagai partai yang bercorak “Nasionalis-Religius” dan lebih bertipe “partai
kader”, diasumsikan kurang berhasil melakukan sosialisasi politik kepada kader-
kadernya, terutama menyangkut transformasi paltform ideologi partai sehingga
kader mampu menginternalisasi nilai-nilai ideologi tersebut dalam berpartisipasi
dan berperilaku politik. Kedua, seiring dengan terjadinya deideologisasi dan
pergeseran paradigma politik sebagian kader partai PPP dan PKB, kecenderungan
pergerakan politik PDIP dan Nasdem yang bersifat pragmatis dan berorientasi
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massa, turut memengaruhi sebagian politisi untuk ikut terlibat dalam proses
pencarian kekuasaan individual dan sektarian. Perubahan perilaku politisi yang
berpindah partai juga dipandang sebagai penyimpangandari asas dan ideologi
yang dibangun sejak lama, antara lain berupakecenderungan untuk berorientasi
pada kekuasaan dibandingkan substansi nilai-nilai ideologi yang diperjuangkan.
2. Motif Ekonomi
Selain motif kekuasaan/jabatan, politisi pindah partai juga didasari oleh
motif ekonomi. Dari hasil analisis ditemukan setidaknya tiga kategori umum pada
motif ini, pertama, politisi pindah partai karena membutuhkan sumber daya
ekonomi yang besar untuk menopang pergerakan politik mereka. Politisi pada tipe
ini terutama mengincar partai-partai besar yang memang secara finansial mampu
membiayai kader-kadernya dalam proses kampanye pemilu/pileg yang memang
membutuhkan biaya yang relatif besar. Kedua, politisi pindah partai karena karena
ingin memanfaatkan beragam peluang dan beragam kepentingan untuk
kepentingan pribadinya.Politisi pada tipe ini relatif memiliki modal ekonomi yang
kuat sehingga berpindah partai sejauh partai itu mampu memberikan peluang bagi
dirinya untuk mendapat nomor urut teratas atau nomor urut jadi.
Ketiga, politisi pindah partai karena murni kepentingan mencari
keuntungan finansial yang lebih besar.Berpolitik bagi mereka seperti perdagangan
yang sarat dengan hukum ekonomi. Mereka meyakini dengan menggelontorkan
modal besar dalam pencalegan akan mendapatkan keuntungan yang besar pula.
Politisi seperti ini sudah menghitung kapan waktunya untungdalam berpolitik,
sehingga mereka menjelajah dari satu partai ke partai lain yang dianggap dapat
mendukung tujuan ekonomi-politiknya, salah satunya untuk mengembangkan
sayap bisnisnya.
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Pada kenyataannya, terdapat indikasi bahwa beberapa politisi pindah partai
dengan motif ekonomi khususunya pada Pemilihan Legislatifdi Kabupaten Gowa
Tahun 2014. Dikaitkan dengan ketiga kategori sebelumnya, maka motif ekonomi
yang terjadi pada kasus politisi PPP pindah ke Nasdem (Hamril Taha) dan politisi
PKBpindah ke PDIP (Muh.Natsir Sega), berada pada kategori pertama, yakni
perpindahan mereka karena kepentingan sumber daya ekonomi yang besar untuk
menopang proses kampanye pileg yang memang dijanjikan oleh kedua partai
tersebut (Nasdem dan PDIP).
Partai Nasdem misalnya sebagai satu-satunya parpol baru calon peserta
Pemilu 2014, mengumbar janji dukungan logistik kampanye kepada para caleg
sedikitnya bernilai antara Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar. Kenyataan ini tentunya
menjadi daya tarik tersendiri bagi Nasdem untuk merekrut kaderdan politisi
berpengalaman dari parpol lainuntuk pindah ke Nasdem. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh Hamril Taha yang sebelumnya adalah kader PPP kemudian
pindah ke partai Nasdem karena motif ekonomi:
Waktu Pemilu Legislatif2014 yang lalu itu memang banyak yang pindah keNasDem, termasuk saya sendiri.Harus diakui biaya kampanye pileg itumemang kita butuh biaya besar, nah yang Nasdem lakukan adalah supportbiaya dan fasilitas untuk caleg, supaya kita bisa optimal sebagaiperangkat pemenangan partai dalam Pemilu Legislatif. Partai NasDemsaat itu memang gencar-gencarnya merekrut caleg-caleg berpengalamandengan janji akan memberi modal Rp 5-10 miliar untuk keperluan logistikkampanye para calegnya.
Berdasarkan keterangan informan tersebut, diketahui bahwa menjelang
Pemilihan Legislatifdi Kabupaten Gowa Tahun 2014, NasDem menjalin
komunikasi dengan pihak-pihak yang potensial untuk direkrut menjadi caleg
Nasdem.Selain kader dari parpol lain, Nasdem juga intensif menjaring caleg dari
berbagai latar belakang yang belum bergabung dalam parpol mana pun.Peluang
yang diberikan oleh Nasdem ini tentunya dimanfaatkan oleh sejumlah politisi
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terutama yang terkendala dengan biaya kampanye, sehingga partai yang lemah
dari sisi anggaran kampanye pun sangat berpotensi ditinggalkan oleh kadernya.
Selain karena tingginyabiaya kampanye yang harus dikeluarkan oleh
politisi caleg, mereka juga menghabiskan banyak uang untuk melakukan survey,
penasehat politik, dan iklan di media massa.Tingginya biaya politik ini akhirnya
mendorong para politisiyang lemah ekonomi untuk mencaridana dari berbagai
sumber yang ada, termasuk mengincar partai-partai yang kuat anggarannya.
Namun tidak dipungkiri juga, pada banyak kasus sumber anggaran partai menjadi
sangat tergantung pada donatur privat yang kaya raya sehingga ada kemungkinan
para investor atau pemodal itu dapat memengaruhi jalannya proses politik
sesuaikepentingan pribadinya.
Besarnya pengaruh uang di dalam politik membuka peluang bagi pihak-
pihak tertentu untuk dapat memenuhi segala kepentingan mereka dengan
memberikan sejumlah uang kepada para politisi. Meskipun, harus diakui, banyak
pengusaha yang memberikan donasi politik kepada partai/politisi atas dasar
ideologi, tetapi banyak pula pengusaha yang memberikan donasi dengan
pamrihtertentuterlepas dari program dan ideologi yang diusung partai/politisi,
sehingga sang pengusaha tetap memiliki “saham” pada kandidat manapun yang
akhirnya memenangi pemilu.Persoalan lain terkait ekonomi politik adalah ketika
partai atau kandidat politik tidak memiliki kesempatan yang setara terhadap akses
pendanaan.
Meskipun pada umumnya partai atau politisi akan selalu memiliki sumber
pendanaan dalam skala yang berbeda-beda, tetapi tidak boleh ada hambatan
struktural bagi partai atau kandidat manapun yang ingin mendapatkan dana
politik. Jika donatur individual dapat membayar para politisi untuk
mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka, maka hal ini dapat mencederai
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prinsip demokrasi.Oleh sebab itu, ketiadaan regulasi yang membatasi jumlah
donasi politik dapat membuat kompetisi politik di dalam pemilu menjadi tidak
setara.
Dalam upaya untuk menyeimbangkan arena kompetisi politik, para
pembuat kebijakan diharapkan untuk mempertimbangkan regulasi-regulasi
pembatasan jumlah uang yang dapat dibelanjakan selama periode kampanye.
Belanja kampanye yang tidak dibatasiakan semakin meningkatkan pentingnya
peran uang di dalam politik, serta meningkatkan pula kemungkinan pengusaha-
pengusaha kaya untuk mempengaruhi jalannya proses politik, di mana hal ini akan
mencederai prinsip kesetaraan di dalam demokrasi.
3. Motif Keterpilihan dalam Pileg
Berdasarkan uraian sub pembahasan sebelumnya, dapat dilihat adanya
indikasi bahwa kekuatan partai politik memiliki pengaruh yang besar terhadap
pergerakan politisi, terutama jika partai tersebut memiliki sumber daya yang
memadai untuk menopang politisi meraih kekuasaan. Dengan kata lain, politisi
yang berpindah partai akan menakar kekuatan partainya sendiri dan tidak menutup
kemungkinan partai lain yang notabene menawarkan peluang yang lebih
menjanjikan. Pada kedua kasus politisi yang dianalisa, menunjukkan adanya
kecenderungan di balik perpindahan mereka ke partai lain, karena posisi tawar
partai baru yang akan dimasuki lebih mampu memenuhi tuntutan mereka terutama
untuk meraih jabatan struktural yang strategis dalam partai maupun ketika mereka
mencalonkan diri sebagai peserta pemilu (calon legislatif).
Politisi Muh.Natsir Sega misalnya, yang tadinya merupakan kader PKB
kemudian memutuskan pindah partai, karena PDIP memiliki basis massa atau
konstituen terbanyak. Seperti halnya diprediksi oleh banyak pihak termasuk
paparan data lembaga survey dan rilis beberapa media, akan meraih kemenangan
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pada Pemilu Legislatif 2014 atau menjadi partai dengan pemilih terbesar. Gejala
ini tentu saja memengaruhi sebagian besar politisi untuk berpindah partai dengan
espektasi tingkat keterpilihan mereka pada Pileg 2014 lebih besar. Terkait dengan
hal ini, Muh.Natsir Sega mengemukakan:
Saya kirakeputusan pindah adalah tuntutan politik dan patut dicoba.Niatsaya memang maju jadi caleg di Pileg 2014 Gowa, makanya saya pindahke PDIP karena peluangnya besar dibandingkan di partai lainnya.Buktinya hasil rekapitulasi perolehan suara Pileg 2014 yang lalu, KPUmenempatkan PDIP di posisi pertama dengan 23jutaan suara atau 18,95persen.
Berdasarkan keterangan informan tersebut, dapat dilihat bahwa motif
perpindahan partai seorang politisi erat kaitannya dengan perhitungan tingkat
keterpilihan mereka pada momentum Pemilu Legislatif 2014. Karena motif inilah
sehingga posisi partai menjadi sangat signifikan bagi politisi yang akan maju
dalam Pileg. Namun demikian, perpindahan Muh.Natsir Sega dari PKB ke PDIP
tidak serta merta terjadi. Secara individual motif politisi juga disebabkan tuntutan
pragmatisme politik dari kader di satu sisi,dan faktor kelemahan serta rapuhnya
sistem kaderisasi diinternal partai di sisi yang lain.Diterimanya Muh.Natsir
Segasebagai anggota baru dalam partai PDIP memiliki beragam pertimbangan,
terutama perpindahan itu menjelang penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014.
Berkenaan dengan hal tersebut, politisi PDIP Muh.Natsir Sega dalam wawancara
mengemukakan sebagai berikut:
Pengurus PDIP di Gowa ini tidak begitu saja menerima saya karenabanyak pertimbangannya, apalagi banyak kader PDIP juga maju caleg …Syamsuddin Sappara, Ramli S.Dg.Rewa, A.Hikmawati Kumala Idjo danmasih banyak yang lain. Pertimbangan umum di tiap partai itu kalau maudaftar caleg, yang dipertimbangkan contohnya siapa saja kader yanglayak dicalonkan dan diberi dukungan, berapa massa pendukungnya danpeluangnya masing-masing di daerah pemilihan. Kalau massa pendukungsaya sendiri ada di Dapil 4, kurang lebih 1000-an suara yang tersebar diTompobulu, Bungaya, Biringbulu, dan Bontolempangan.
Keterangan wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa politisi ini
memiliki posisi tawar yang tinggi sebagai calon legislatif, yakni basis massa
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pendukung yang riil di daerah, sehingga tidak mengherankan jika partai (PDIP)
memberikan peluang serta dukungan sumber daya politik kepada politisi tersebut
untuk maju bertarung di Pemilu Legislatif 2014. Dalam konteks inilah tampak
kecenderungan adanya tawar menawar yang menguntungkan secara timbal balik
(simbiosis mutualisme)kedua pihak. Politisi tentu membutuhkan kendaraan
politik, sementara partai juga membutuhkan figur yang mampu meraih kursi
legislatif.
PDIP sebagaimana yang diketahui, memiliki anggaran kampanye Pemilu
Legislatif 2014 yang relatif besar,57 sebagai sumber daya untuk mendukung
kemenangan calon-calon legislatif yang diusungnya. Sementara politisi yang
bakal maju sebagai calon legislatif juga memiliki kekuatan basis massa di daerah.
Dengan demikian kedua pihak sesungguhnya saling mempertukarkan sumber
daya politik yang dimilikinya.Politisi yang berada dalam posisi seperti itu tidak
lagi bersusah payah mengeluarkan tenaga dan sumber daya yang banyak untuk
meraup suara pada pemilu legislatif. Politisi hanya berusaha agar simpatisan dan
suara konstituennya di daerah tetap loyal serta berusaha mendapatkan kendaraan
politik (partai) yang mampu menstimulasi dan mengakomodasi secara
kelembagaan.
Dengan menggunakan partai politik, politisi tidak lagi bekerja sendiri,
tetapi juga dibantu oleh kekuatan sumber dayapartai. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh politisi dari Nasdem, Hamril Taha, yang menyatakan bahwa
partai memberikan dukungan kepada kader yang mencalonkan diri sebagai calon
legislatif pada Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Gowa:
Untuk memperluas jaringan politik, khususnya partai Nasdem di Gowa,semua elemen partai harus bergerak melakukan sosialisasi bahkan
57PDIP menempati urutan kedua teratas sebagai partai yang menghabiskan dana
kampanye terbesarRp.404,73 miliar. Lihat “Laporan Kampanye Parpol Pemilu Legislatif 2014”.
Website Resmi KPU, http://www.kpu.go.id (Diakses 10 Desember 2016).
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perekrutan. Semua itu tujuannya memenangkan Nasdem di PemiluLegislatif 2014 … kebanyakandilakukan oleh para calegyang tersebardibeberapa Dapil di KabupatenGowa. Kalau jadi caleg di Nasdem diberifasilitas bukan berupa danamelainkan instrumensosialisasi dan kampanye,berupa baju kaos,poster, spanduk, kalaupun ada dalam bentuk dana yangdiberikan kepada caleg hanya uang saksiwaktu pemiluyang ditiap TPSnyadiharuskan ada dua saksi.
Didasarkan pada keterangan wawancara di atas, tampak sebuah bargaining
politik antara politisi dengan partai, dimana keduanya saling mendukung satu
sama lain untuk mencapai tujuan kemenangan di Pemilu Legislatif 2014. Fakta
menarik yang diungkapkan informan tersebut, adalah kecenderungan partai
melakukan perekrutan (politisi) dalam rangka memperluas jaringan politik.
Karana itu, tidak mengherankan fenomena politisi pindah partai semakin marak
terjadi dalam momentum Pemilihan Legislatif, sebab partai politik senantiasa
memberikan ruang bagi siapa saja yang berkeinginan menjadi calon legislatif
dengan pertimbangan kuantitatif seberapa besar kemampuannya meraih suara
rakyat. Kualitas personal politisi pun menjadi taruhannya, di mana mekanisme
rekrutemen calon legislatif oleh partai yang serba instan itu sering mengabaikan
dimensi integritas dan kapabilitas personal politisi.
Dalam contoh kasus yang telah disebutkan terdahulu, terlihat
kecenderungan partai politik merekrut politisi yang bermaksud mencalonkan diri
sebagai calon legislatif, hanya karena pertimbangan figur-figur tersebut memiliki
pengaruh besar di masyarakat. Dalam konteks ini, kontrak politik juga terjadi
antara politisi dengan masyarakat sebagai konstituen, mungkin karena kedekatan
emosional di antaranya, karena politisi pernah membantu masyarakat membangun
rumah ibadah, memberikan sumbangan dan kegiatan-kegiatan sosial, atau juga
karena politisi adalah asli putera daerah. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh
partai, karena pada umumnya tipikal konstituen calon legislatif yang kharismatik
itu, dominan sebagai pemilih tradisional atau emosional yang tentunya mudah
dimobilisasi ketika pemilu berlangsung.
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Dengan demikian, partai politik dapat dipastikan akan menerima politisi
yang bermaksud pindah partai karena mempunyai massa pendukung yang loyal
terhadap politisi tersebut. Dimensi relasi politik juga dapat dicermati pada tataran
kepentingan pragmatis politik di antara para legislator lintas partai dengan elit
politik lokal, yang berkonsolidasi dalam Pemilukada. Politisi PDIP Muh.Natsir
Sega dalam keterangan wawancara mengakui bahwa dalam Pilkada Gowa 2015
yang lalu, sejumlah legislator DPRD Gowa berkonsolidasi memberikan dukungan
terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa, Adnan Purichta IYL – Abdul Rauf
Kr Kio:
Di Pilkada 2015 yang lalu itu jumlah total legislator DPRD Gowa yangberasal dari partai pendukung Adnan-Kio, sebanyak 26 orang, masing-masing dari Gerindra 8 orang, PAN 5, PDIP 4, dan Golkar 9 orang.Jadikami selaku legislator yang berasal dari partai pendukung, memang sudahkomitmen untuk menjaga loyalis kami di pileg kemarin (2014) untukmemenangkan Adnan-Kio terutama di Dapil 4. Bukan karena kita hanyamenginginkan kemenangan di pilkada 2015, tetapi ini juga karena untukmelaksanakan perintah dan amanah partai.
Keterangan informan di atas mengindikasikan bentuk hubungan
interdependensi di antara kandidat kepala daerah dengan para legislator lintas
partai yang saling saling membutuhkan satu sama lain. Para legislatorberusaha
untuk memastikan posisi dan dukungannya kepada sang kandidat kepala daerah
untuk kepentingan kekuasaan jangka panjang. Demikian pun sebaliknya, kandidat
bupati tentu sadar bahwa kemenangannya di Pilkada sangat ditentukan oleh kader
partai yang memiliki jabatan legislatif dengan kekuatan basis massa yang rill di
daerah. Karena kondisi interdependensi inilah, konsolidasi lintas partai terjadi,
khususnya antar legislator yang memiliki kursi di DPRD karena tuntutan atau
amanah partai. Jika tidak memenuhi tuntutan partai tersebut, konsekuensi terburuk
yang biasa diterima kaderadalah pencabutan hak politiknya dalam struktur partai
atau Pergantian/Pemberhentian Antar Waktu (PAW).
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4. Motif Pragmatis
Fenomena politisi berpindah partai juga dapat dikaji melalui pendekatan
teori rasionalitas. M.Waters dengan konsepnya mengenai “pemaksimalan
kepentingan individu”, berasumsi bahwa manusia mempunyai sifat ingin
memperoleh sesuatu dan ingin sukses, dengan keinginan untuk mendapatkan hasil
dengan segera. Melalui penjelasan yang lebih reflektif, Ritzer juga menyatakan
bahwa fokus pada teori pilihan rasional adalah pada para pelaku, yang sering
dipandang sebagai entitas yang memiliki tujuan dengan fakta bahwa tindakan
mereka dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang konsisten dengan preferensi
mereka.58
Jika dinalisis berdasarkan data empiris, maka teori pilihan rasional tersebut
lebih tampak menggambarkan sisi pragmatisme politik dalam konteks perilaku
para politisi. Perpindahan politisi dari satu partai ke partai yang lain tentunya
memiliki tujuan pragmatis, salah satu di antaranya meraih kekuasaan aktual yakni
menduduki jabatan politik atau kursi pemerintahan. Politisi yang hendak mencari
kekuasaan itu akan mempertimbangkan sumber daya politik, dalam konteks ini
partai politik sebagai instrumennya. Dari sini dapat diidentifikasi rasionalitas
politik para politisi sehingga ia konsisten bertahan berjuang di suatu partai, atau
sebaliknya berpindah ke partai yang dianggap lebih potensial.
Berdasarkan temuan data lapangan, diketahui motif rasional perpindahan
partai dari politisi PDIP yang sebelumnya berkarir di PKB. Kader
PDIP,Muh.Natsir Sega, menilai bahwa partisipasi politik dan dedikasinya selama
berkarir di PKB kurang diapresiasi. Hal ini menyebakan pergeseran orientasi
politik dari “idealisme” menuju “pragmatisme”, dimanaMuh.Natsir Sega
beranggapan bahwa pergerakan politiknya terhambat karena partainya cenderung
58Wirawan, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma; Fakta Sosial, Definisi Sosial dan
Perilaku Sosial (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 20120, h. 224 dan 245
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eksklusif (tertutup), sementara perjuangannya membesarkan partai kurang
mendapatkan imbalan, baik posisi yang strategis di struktur partai maupun dalam
hal dukungan terhadap kader untuk ikut berkompetisi pemilu:
Saya pindah ke PDIPkarena PKB sangat eksklusif, banyak syarat yangmembatasi hak saya untuk ikut serta di pemilu legislatif. Selama ini sayatelah memperjuangkan kebesaran dan kejayaan PKB di Kab.Gowa, tapitidak ditempatkan di posisi yang strategis dalam struktur partai PKB.Wajar kalau timbul rasa kecewa terhadap partai ini, dedikasi saya terasasisa-sia karena tidak sesuai dengan imbalan yang diberikan partai politik.Bedanya kalau di PDIP, mekanisme rekrutasinya agak longgar untukmengisi jabatan di strukturpartai, PDIP juga mendukung saya untukmencalonkan diri sebagai calon legislatif 2014.
Tuntutan individual setiap kader dalam partai politik adalah suatu
keniscayaan, meskipun ada sebagian kader yang memang bepartisipasi politik
secara suka rela tanpa menuntut imbalan apa pun. Inilah problem yang umumnya
dihadapi oleh partai berbasis kader, karena anggota-anggotanya dituntut memiliki
jiwa pengabdian yang tinggi dengan mekanisme peraturan organisasi yang sangat
ketat.59 Sementara faktanya tidak semua kader yang masuk dalam sebuah partai
memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi, melainkan ada kepentingan personal
yang lebih pragmatis dibandingkan sekedar memperjuangkan idealitas organisasi
politik.
Fenomena yang tampak sama juga terjadi pada politisi Nasdem yang
dahulu berkarir di PPP. Hamril Taha yang kini menduduki jabatan sebagai
sekretaris DPC Nasdem Kabupaten Gowa, beranggapan bahwa karirnya kurang
baik dalam prospekpolitik jangka panjang, mengingat kedudukannya hanya
sebagai anggota biasa atau tidak dalam posisi strategis dalam struktur partai.
Dalam struktur Dewan Pengurus Cabang PPP Kabupaten Gowa, sayahanya dimasukkan sebagai anggota biasa dalam struktur partai, padahal
59Ditinjau dari aspek peraturan organisasi yakni AD/ART PKB, dijelaskan bahwa
rekruitmen anggota dan pengurus partai dilakukan melalui sistem kaderisasi yang berjenjang,
terstruktur dan sistematis. Kaderisasi menjadi syarat mutlak bagi setiap anggota dan pengurus
partai yang hendak mendapatkan promosi jabatan strategis di internal partai dan atau
pemerintahan.
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sudah lama saya di partai ini. Saya sudah pertimbangkan kalau beginikeadaannya, bisa jadi karir politk saya stagnan dan pasti berpengaruhpada kakrir saya di politik.Bagaimanapun juga kerja-kerja seorangpolitisi pasti selalu menargetkan dirinya dalam posisi yang memadaidalam struktur partai.
Pada contoh kedua kasus politisi berpindah partai tersebut, dapat dilihat
adanya pergeseran orientasi politik, baik pada level ideologi maupun pada aspek
rasionalitas tindakan politik kader partai. Pada kenyataannya, partai yang
bertipikal pragmatis memiliki daya tarik yang memikat, sehingga mampu
memengaruhi kader-kader dari partai lain untuk berpindah partai. Partai kader
yang sangat ideologis dan ekslusif dalam hal ini dianggap tidak mampu
memenuhi tuntutan kadernya sendiri. Meskipun kapabilitas, loyalitasdan dedikasi
kader telah ditunjukkan, namun tidakmenjamin seorang politisi dapat menduduki
posisi yang strategis dalam struktur partai politik atau dukungan untuk
berkompetisi di pemilu.
Jika permasalahan politisi pindah partai dicermati lebih dalam, maka
gejala ini muncul karena ketidakmampuan partai membuat ikatan internal partai
dan memelihara disiplin anggotanya. Hal ini bisa dicermati dari kasus politisi
PKB yang berpindah partai ke PDIP, atau politisi PPP yang berpindah partai ke
Nasdem. Gejala pindah partai juga didorong oleh faktor lemahnya ideologisasi
dan rapuhnya sistem kaderisasi partai. Pola kaderisasi yang tidak demokratis dan
aspiratif seringkali memicu perpecahan di internal partai politik, terutama dalam
proses kaderisasi dan rekrutmen calon kandidat pemilu yang dimediasi oleh
partai.60
60Menurut pendapat Gatara, proses rekruitmen politik cenderung elitis daripada proses
populis. Proses penentuan siapa orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik biasanya
dilakukan oleh sekelompok orang yang telah menduduki jabatan kekuasaan sebelumnya, meskipun
kadang kala proses akhirnya dilakukan melalui pemilihan umum. Kenyataan ini merupakan hukum
besi oligarki.A.A.Said Gatara, Sosiologi Politik, h. 109-110.
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Sebagai perbandingan data (trianggulasi) penelitian ini, diuraikan pendapat
Direktur Eksekutif danRiset The Indonesia Institute, Anies Baswedan. Menurut
Baswedan, suksesi kepengurusan partai rentan menjadi pemicu awal perpecahan
internal akibat ketidakpuasan terhadap mekanisme organisasi dan keputusan
partai. Selain itu, kondisi kian diperparah oleh faktor oligarki elit dan
personalisasi figur di organisasi partai politik.Oligarki parpol memang telah
menjadi ciri khas kehidupan politik Indonesia pasca jatuhnya rezim Orde Baru.
Parpol tidak benar-benar menjaring aspirasi dari bawah tentang calon yang
diharapkan masyarakat, melainkan berdasarkan kepentingan pragmatis
sekelompok elit saja. Padahal oligarki parpol merupakan salah satu masalah yang
dapat mencederai konsolidasi demokrasi yang sedang dibangun.61
Sisi pragmatisme partai lebih menonjol karena mengutamakan
kepentingan jangka pendek dan mengesampingkannilai normatif partai. Partai
yang pragmatis akan menghilangkan peran ideologipartai dalam setiap
tindakannya. Suatu keputusanpartaitidaklagiberdasarkan parameter ideologi
melainkan mempertimbangkan logika untungrugi. Fenomena ini sering terjadi
dalam momentum pemilu, dimana partai yang pragmatis berupaya demikian rupa
untuk mendapatkan suara terbanyak di pemilu. Dengan kata lain, pragmatisme
tampil dalam bentuk usaha partai politik mencari figur yang paling prospektif
untuk kemenangan pemilu.Disinilah pragmatisme politik munculjika capaian-
capaian kepentingan tersebut mengabaikan cara-cara yang telahdisepakati dalam
platformideologi partai.







Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini
penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang relevan dengan
masalah penelitian. Pertama, kesimpulan yang berisi uraian singkat dari
hasil penelitian mengenai motif politisi berpindah partai.
1. Fenomena politisi pindah partai di kabupaten gowa merupakan suatu
realitas politik yang lumrah dalam kancah perpolitikan Indonesia. Hal
ini sebagai wujud kemunduran demokrasi politik di Indonesia.
2. Maraknya politisi pindah partai khususnya di kabupaten gowa
dilatarbelakangi oleh buramnya ideology partai politik, gagalnya partai
politik dalam melakukan pendidikan politik, serta system pengkaderan
yang tidak efektif. Partai politik kurang mapan dalam fungsi kaderisasi
sehingga kader dalam aktifiatas politikya tidak menjiwai ideology
partai.
3. Partai politik pada era orde baru dan reformasi bukan lagi sebagai
kekuatan ideology namun sebagai alat kepentingan bagi para aktor
politik. Maka jangan heran jika politisi sangat pragmatis dan tedensius.
B. Implikasi
1. Perlu adanya revitalisasi secara komprehensif partai politik dalam
aktifitas politiknya, partai politik harus mengembalikan kittah
perjuangannya sebagai jembatan dalam menyampaikan aspirasi rakyat.
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2. Masyarakat harus berperan secara aktif dalam mengawasi aktifitas
partai politik.
3. Perlu adanya reformasi structural dan system pengkaderan partai
politik. Partai politik bukan hanya sebagai jembatan menuju kekuasaan
namun parpol harus mampu mendidik dan membentuk karakter
kadernya. Mekanisme perekrutan partai politik harus dilakukan secara
filter, terbuka serta melibat elemen lain seperti, akademisi, tokoh
agama dan para tokoh adat/masyarakat.
4. Perlu adanya revisi Undang-undang partai politik, dalam hal ini kader
partai politik yang tersangkut korupsi maka sangksi bukan hanya
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